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BABI 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakaog Masalah 

Indonesia sebagai negara berkembang yang merniliki potensi surnber daya 

alam yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Sejak awal berdirinya, 

terutama pada saat Swnpah Pemuda, Pemuda Indonesia telah menyatakan 

keinginannya untuk berbangsa, berbahasa, dan bemegara Indonesia dan tergabung 

menjadi satu bagian kedaJarn Negara Republik Indonesia 1• Kemudian bangsa 

Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 menyadari 

bahwa kemerdekaan saja tidak cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara 

Kesejabteraan (We!fares/ale). Narnun kemerdekaan adalah pintu gerbang untuk 

dapat mencapai Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan yang menjunjung tinggi 

nilai-niiai ketuhanan, kemanusiaan. persatuan, demokrasi, dan keadilan sosiaf~'. 

Kemerdekaan Indonesia sudah seharusnya diisi dengan pembangunan ekonomi 

yang dapat membawa Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejabtera 

secara material dan spirituar pada tingkatan yang !ebih tinggi serta mera~ 

sehingga pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. 

Salah seorang tokoh perekonomian lndonesia berpendapat bahwa "ha.nya 

dengan kemakmuran dan kesejabteraan inilab kehidupan dalam arti peradaban dan 

kebudayaan bisa meningkat".3 Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanekan Pembangunan Nasional 

yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang 

merata baik materiil dan spritual bagi selurub rekyat Indonesia Babkan Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan tentang pemanfaatan 

sumber daya alam Indonesia untuk digunekan sebesar·besarnya bagi kemakmuran 

rakyat. Hal ini merupekan hek konstitusional Warga Negara Indonesia yang 

dijamin oleb Undang-undang Dasar. 

1 John Locke, The Second Treatise Of Government, The liberal art press, inc; Indianapolis, Hal 54 
2 Pembukaan Undang-Vndang Dasar Republik lndonesia 1945 
3 Kwik Klan Gie, Analisa Ekonomi PofUik lndonesiu, Jkrar Mandiri; Jakarta, 1995, him IS I 
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Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar !945 menegaskan bahwa 

pefekonomian dialur berdasarkan demokrasi ekonomi yang artinya kemakmuran 

ditujukan hagi semua orang, bukan hanya bagi orang~orang dari golongan tertentu 

saja. Memahami tebih mendalam pengertian dernokrasi ekonomi dalam 

penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan dernokrasi ekonomi bukanlah 

sekedar cara mengatur sistem perekonomian saja., tetapi sekaligus ditekankan pada 

tercapainya hasH akhir pelaksanaan sistem ekonomi yang berdasarkan pada asas 

kekeluargaan4
• Hal ini mempunyai konsekuensi 1ogis bahwa pelaksanaan sistem 

ekonomi kekelnargasn yang bermorel Pancasila hams dapat mengha.•ilkan 

kemakmuran bagi masyarakat secara memta, bal lnilah yang dimakeud dengan 

kesejahteraan sosiaL 

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur sekaligus adil dan 

merata sehingga dalam mencapai tujuan itu, pemerintah, dunia usaha, dan 

masyarakat akan meiaksanakan pembangunan nasional dengan menggw1akan satu 

kesatuan tata cam perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana~ 

rencana pembanguran bailc dalam jangka penjang (20 tahunan), jangke walctu 

menengal1 (5 tahunan), maupun jangka wakoa tahunan yang dilakeanakan oleh 

unsur penye!enggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah yang 

disebut dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona15
. 

Penerapan Sistcm Perencanaan Pembangunan sebagaimana. yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan 

menjUnJung tinggi prinsip-prinsip kesamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan Hngkungan~ serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan 

kernajuan dan kesatuan nasional6
• Dengan demikian, maka dalam melakukan 

pembangunan nasional~ seluruh potensi dalam negeri hams dapat dimanfaatkan 

dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah yang tepat guna membantu 

dan membimbing perturnbuhan serta meningkatkan kemampuan yang !ebih besar 

bagi selurah rakyat Indonesia untuk be!p3rtisipasi dalam proses pembangunan, 

termasuk sektor usaba riil yang berada dalrun sebuah negara. Hal ini didasari 

4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasa!Jl ayat 1-2 
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasa! 1 ayat 3 
6 Ibid, Pasal2 ayat J 
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bahwa se:;ungguhnya negara selain sebagai entitas politik, negara merupak:an 

sebuah 'entitas ekonomi dimana negara menjadi wd.dah dan wahana bagi 

berlangsungnya proses ekonomi yang tetjadi di dalamnya sehingga negara 

memiliki peranan dalam mengatur perkembangan sektor-sektor usaha yartg 

penting dalam pembangunan dalarn rangka menuju pada rnasyarakat yang adil, 

makmur dan sejahtera. 

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk mengubab 

suatu kondisi dari suatu tingkat yang dianggap kurang b!rik ke kondisi baru pada 

tingkat kualitas yang dianggap baik atau paling baik.7 Untuk itu, pembangunan 

yang dilaksanakan di Indonesia haruslab merupakan pernhangunan yang 

menyeluruh dalam semua sektor.8 Peranan sektor~sektor usaha riil sangat penting 

dalam pernbangunan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh perusahaan negara, 

perusahaan swasta yang bermodat besar~ koperasi~ maupun pengusaha kecil dan 

menengah yang semuanya berprestasi semak:simal mungkin sesuai dengan bakat,. 

struktur dan kekuatannya masing~masing di bidang usahanya terse but. 

Pembangunan nasional di bidang ekonomi haruslah diarahkan kepada 

terwujudnya kesejabteraan rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 dimana demokmsi dalam bidang ekonomi mengabendaki adanya 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses 

produksi dan pemasaran barang dan atau jasa didalarn iklim usaba yang sehat, 

efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomf dan 

bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga tidak menimbulkan adanya 

pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. 

Pemerintah Indonesia sebagai regulator dalam bidang lndustri dapat 

melakukan pendekatan-pendekataan dalam menangani bidang industrinya, Yaitu': 

a. Negara bisa memakat pendekatan " Loissez~Faire" yang sama sekali 

melarang adanya carnpur Iangan pernerintah dalam industril 

1 i\lultmdl. "'Relevansl Teori Sqcfological Jurisprudence dalam Upaya Pembaharuan Huknm di 
Indonesia."' <ilttp:l/library.usu.ac.idJdownloodJ fhJ06002655.pdf>,dinkse:;; 1}: Oktolxr 2007. 
3 Djuhaendah Hasan, Lembago Jominan Kebendaan Bagi Tanah dan lJenda Lain yang Mefekat 
Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisonra! (Suatu Kon.sep dalam 
Menyongsong Lahirnya Lemhaga Hak Tanggungan), cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996}, 
hlm. I. 
9 Charles E mueller, Antitrust Law Review VQ/26, No 4, Vero Beach, Florida, 1997 
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b. Negara · memakai pendekatan "Public Supervision" yang ditandai oleh 

pengu'asaan negara atas industri yang penting 

c. Negara memakai pendckatan "ArUilrusJ" yakni kebijakan yang 

mensyara.tkan pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan 

sebat di antara pelaku usaha, namun sama sekali dilarang campur tangan di 

dalam keputusan tentang harga dan basil produksi 

Undang-Undang Republik Indonesia No 5. TahWl I999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disahkan oieh Presiden 

Republik Indonesia merupakan wujud pengejawantahan dari pendekatan antitrust 

yang dilakukan oleh Pernerintah Indonesia dalam menjaga dan terciptanya iklim 

usaha yang sehat di Indonesia sehingga pemerintah bertanggWig jaw-db atas 

teJjadinya persaingan sebat diantara pelaku usahanya 

Salah satu faktor pendorong dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tahun 

1999 tersebul dengan adanya peljanjian antara Pemerintah Indonesia dengan !MF 

mengenai pemberian bantuan dana untuk mengatasi krisis ekonomi. Bantuan 

tersebut diberikan dengan syarat bahwa Pemerintah lndonesia bersedia 

melaksanakan refonnasi sistem ekonomi dan hukwn tertentu, yang salah satu 

diantaranya adanya undang-undang lentang larangan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat.10 

Undang-undang ini Ielah dinantikan oleh kalangan pelaku usaha dan 

masyarakat karena dengan terbentuknya undang-undang ini dibarapkan dapat 

mencegah praktek monopoli yang bcrdrunpak merugikan masyarakat banyak dan 

menjamin kepastian berusaha, sesuai dengan tujuan pembentukannya. Karena 

paling tidak hingga tahun !998, banyak bidang usaha yang disinyalir melakukan 

praktek monopoli,misalnya tata niaga cengkeh., 11 tata niaga gula,12dan sejwnlah 

knmoditas penting laionya. Dan juga ada kekhawatiran bahwa undang-undang ini 

bukannya melindungi kepentingan nasional tetapi justru memberikan peluang bagi 

perusahaan asing gWia mendapat kesempatan yang sama dengan pengusaha lokal. 

Perilaku anti persaingan haruslah dilarang, karena telah terbukti dapat merugikan 

'~ Kund Hansen et al., Undang~Undang Larangan Praldik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, Jakarta; Katalis, 2003 hlm.117-ll8 
11 Bisnis & Keuangan, Fenomena Monopoli Dalam Kancah Bisnis Jndonesia,Kompas, 14 
Desember 1998, blm.17 
1ibld,lmpiikasi Penghapusan Monopoli Tma Niaga Guia, Kornpas., 11 Febuari 199&, him. 18 
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rakyat Posner berpendapat bahwa terdapat tiga alasan mengapa praktek monopoH 

itu dilarang, yaitu: 

a. rnonopoli mengalihkah kekayaan dari para konsumen kepada pemegang 

saham perusahaan-perusahaan yang monopoiisitik, yaitu suatu distribusl 

kekayaan yang berlangsung dari golongan yang kurnng mampu kepada 

yang kaya 

b. monopoli atau secara lebih luas adalah setiap konsidi yang memperkuat 

kerjasama di antara perusahaan yang bersaing akan mempermudah dunia 

industri Wltuk memanipulasi politis guna memperoleh proteksi dalam 

bentuk peraturan perundang-undaugan yang memungkinkan perolehan 

keuntungau di bidang industri yang bersangkutan 

c. keterkaitan dengan keheratan atas praktek monopoli yak.ni, bahwa 

kebijakan anti monopoli yang bertujuan efisiensi, merupakan kebijakan 

yang membatasi kebebasan bertindak bagi perusabaan-perusahaan besar 

untuk dapat berkembangnya perusahaan-persauaan kecil. 13 

lklim persaingan yang sehat merupakan conditio sine qua non bagi 

terselenggaranya ekonomi pasar14
. Model persaingan telah diak:ui sebagai 

altematif unggul bagi pembangunan ekonami. undang-undang tentang larangan 

praktek monopoH dan pei'Saingan tidak sehat diciptakan agar tetap terjadinya 

persaingan usaha antarn pelaku usaha secara sehat dan juga konsumen tidak 

diekspoitasi oleh pelllku usaha. Atau dengan kata lain undang-undang tentang 

larangan pral:tek monopoli dan persaingan tidllk sehat menginginkan pelaku usaha 

di Indonesia dalam menjalankan kegaiata:n usahanya berasaskan demokrasi 

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan 

kepentingan umum. 

Undang-Undang Nomor 5 talmn 1999 memberikan pengaturan mengenai 

peijanjian yang dilarang serta kegiatan yang dilarang yang dianggap dapat 

merugikan masyarakat. Gtma mengetabui apakah suatu tirulakan pelllku usaba 

merupakan pelanggaran temadap Urulang-Undang Larangan Prllktek Monopoli inJ 

n Richard A. Posner, Attttrust Low(on Economic Puspective). Ch[cago and London; The 
University Of Chicago Press, 1976, hlm. 8~9 
14 Nonnan S.pakpahan, Pokok~pokok Pemikiran tentong Hufrum Persalngan Usoha, Jakarta; 
BLIP A, 1994, him, 2 
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maka pendek.atan Per Se illegal dan Rule Of Reason menjadi acuan. Penerapan 

kedua teori tersebut dipergunakan di beberapa negara yang telah lama 

mempergunakan aturan hukum persaingan usaha, seperti Amerika Serikat dan 

Negara yang tergabung dalam Uni-Eropa. Per Se Illegal adalab suatu pendekalan 

yang secara An sich dan lebih menilikberatkan kepada perilaku pelaku usaba 

tanpa terlalu memperhitWlgkan kepentingan ekonomi dan sosial secara 1ebih 

luas:. 15 Menurut pemahaman pendekatan ini , penetapan harga di antara pelaku 

usaha, baik yang herakibat langsung maupun tidak langsung terhadap harga pasar, 

adalab perbualan yang bertenlangan dengan undang-undang larangan praktek 

monopoli dan persaingan usaba. Sedangkan pendekalan Rule Of Reason lebih 

berorientasi kepada prinsip efisiensi yakni memperhitungkan akibat negatif dan 

positif dari tindakan tertentu terhadap proses persaingan16
. Penerapan Rule Of 

Reason dapat dilihal dari pencantuman kala-kala "yang dapat mengakibatkan" 

dan atau "patut diduga". Hal ini menunjukan perlunya penelitian yang mendalam 

apakah suatu tindakan menlmbulkan monopoli yang rnerugikan persaingan usaha. 

Sedangkan pendekatan Per Se 11/egal biasanya dipergunakan dalarn ketentuan 

atau pasai yang mempergunakan istilah "dilarang". tanpa anak kaltmat "'patut 

diduga"dan auru "yang dapat mengakibatkan". Oleh karena itu, dapal dikarakan 

babwa penyelidikan terhadap dugaan adanya monopoli dan kartel digunakan 

pendekatan Rule Of Reason. Sedangkan pemeriksaan mengenai sebagai peijanjian 

anlara pelaku usaba menggunakan pendekatan Per Se Illegal 

Hukum larangan monopnli dan peraaingan usaba tidak sehat bertujuan 

untuk 17
: 

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensl ekonomi sebagai 

salah satu upaya untuk meni.ngkatkan kesejahteraan masyarakat 

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan pcrsaingan 

usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

berusaha yang sama bagi pelaku usaba besar, pelaku usaba menengab, dan 

pelak:u usaba kecil 

15 Lawrence Anthony Sullivan, AntilntSI, West Publising. St. Paul Minnesota, hlm. I67~ 111 
16 Jbid. blm 17 I 
17 Undang~Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tabun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
Dan Persaingan Usaha Tidak Sebat. LN 33/1999. Pasal3 
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c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaha 

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam ke:gaiatan usa.ha 

Perkembangan dun.ia usaha di Indonesia baik usaha besar~ menengah 

maupun sektor usaha kecil maupun milrro haruslah dapat turnbuh dan berkembang 

dalam iklim usaha sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Perkembangan 

dunia usaha ini pula lab telah memberikan suatu alternatif bagi pelaku usaha 

untuk memiliki barang modal dengan cepat tanpa membutuhkun modal yang 

cukup besar. Modal usaha ini digunakan tmtuk membiayai gaji pegawai, 

pembelian inventory perusahann dan juga digunakan untuk barnng-barang modal 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan usahanya. Pemilikan atas barang modal 

dapat dilakukan dengan mudah bila suatu perusahann ataupun perseorangan 

tersebut ditunjang dengan aspek pennodalan yang cukup. Pertimbangan­

pertimbangan yang pasti tirnbul dari tindakan pembelian adalah apakah dana yang 

tersedia mencukupi bagi perusahaan untuk membeli maupun resiko lain yang akan 

timbul di kemudian hari seperti perhltungan nilai ekonomis barang, kebaruan 

barang serta kemungkinan biaya pemeliharaan yang tinggi yang mengakibatkan 

pelaku usaha harus mempertimbangkan dalam melakukan pembelian. Perusahaan 

pembiayaan yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank 

yang khusus didirikan untuk rnelakukan kegiatan di bidang usaha lembaga 

pembiayaan". Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang dikenal di Indonesia 

adalah Leasing. 

1~ Peraturan Ment.eri Keunngan Republik Indonesia N\l 84/PMK.O 12120{)6 tanggal 29 september 
2006 tentang perusahaan pembiayaan, Pasal I 
kegiatan usaba yang termasuk kedalam lembaga pembiayaau adalah: 

1. Sewa Guna Usaba (Leasing) yaim kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan twang 
modal balk secara leasing dengan hak opsi (finance Lease) maupun l~ing tanpa hak 
opsi (operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha {lessee) selama jangka 
waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala 

2. Anjak Piutang (Factoring) yaitu kegaiatan pembiayaan daJam bentuk pembelian dan alau 
pengaliban serta pengurusan plutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari 
transaksi perrlagangan dalam atau iuar negeri 

3. Usaba Kartu Kredit (Credit Card) yaitu usaba daJam kegiatan pembiayaa:n untuk 
pembelian banmg ataujasa dengan menggunakan kartu, yang akan ditagihkan kemudian 
kepada pengguna ale!\ penerbit kartu krcdiL 

4. Pembiayaan Konsunren (Consumer Finance) yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan 
barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pernbayaran angsuran atau 
berkala oleh konsumen. 
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Leasing berasal dari kata Lttwie yang berarti sewa atau lebih umum 

diartikan dengan sewa menyewa y'aitu pembiayaan peralatan atau barang modai 

untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan balk secara langsung 

maupun tidak langswtg. Leasing mulai berkembang di Indonesia sejak 7 Febuari 

l974 dengan , diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, 

Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan koperasi Republik Indonesia 

Nomor kep-122/MK/IVIJ/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 

30/KBP/I/1974 pada tanggal 7 febuari 1974 19 tentang parizinan usaha leasing 

yang memberikan definisi mengenai leasing yaitu sebagai berikut: 

"Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan 

barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan, untuk suatu 

jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secam berl<ala disertai 

dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang­

barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waklu 

leasing berdasarkan nilai sjsa yang telah disepakati bersama." 

Berdasarkan defmisi di atas dapat disimpulkan leasing adalah setiap 

kegiatan pcmbiayaan perusahaan berdasarkan suatu peljanjian tertulis dalam 

bentuk penyediaan benda modal oleh pemasok tertentu yang telah disepakati oleh 

pemberi leasing(lessor) dan penerima leasing(Lessee) untuk digunakan oleh suatu 

19 Peraturan-peraturan tentang usaha jasa pembiayaan di Indonesia: 
I. SUrat Keputusan Bemtma Menterl Keuangan, Menter! Perindustrian dan Menteri 

Perdag.mgan dan koperasi Republlk Indonesia Nomor kep-!22/MK!lV/111974, Nomor 
32/MISk/1974 dan Nomor JO!KBP/III974 tenlang periztmm Usaha Leasing 

2. Keputusan presiden Republik Indonesia No 61 tahun 198& yang dikeluarkan pada 20 
des ember 1988 ten!ang Jcmbaga pembiayaan 

3. keputusan menteri keuangan Rl Nomor 1169/KMK.OI/1991 tentang kegiatan leasing, 
pada tanggal27 November 1991 

4. keputusan menteri keuangan RI nomor 448/KMK.{H7/2000 tentang pcrusahaan 
pembiayaan, pada tangga! 27 Oktober 2000 

5. keputusan menteri keuangan lU No 1721KMK0612002 tentang perubahan atas keputusan 
menteri keuangan No 448JK.MKJH7/2000 tentang perusahaan pembiayaan, pada tangga1 
23 april2002 

6. keputusan me:nteri keuangan Rf No 1S5/.KMK..0612002 tentang penghentian pemberian 
iiin usaha perusahaan pembiayaan, pada tanggal 24 april2002 

7. keputusan menteri keuangan RI no 45/KMK.06/2003 lentang penerapan prinsip 
pengenalan nasabah bagi lembaga keuangan non bank 

8. peraturan menteri keuangan Rf No 841PMK.Ol2/2006 tentang perusahaan 
pembiayaan,pada tanggal29 september 2006 
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perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu deugan pembayaran seca.ra berkala 

disertai dengan hak pilih hagi lessee pada saat akhir petianjian untuk: 

a. Meogembalikan benda objek leasing kepada lessor 

b. Membeli benda objek leasing yang bersangkutan 

c. Memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan sya.rat tentang 

perhitungan nilai sisa yang telah disepakati 

!ndustri lei!Sing menciplukan konsep haru untuk mendapetkan harang 

modal serta menggunakannya sebaik rnungkin tanpa harus membeli atau memiliki 

barang tersebut Ditinjau dari sudut ekonomi, leasing dapat pula dikatakan sebagai 

salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat didalam masyarakat dan 

menginvestasikannya kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang 

dianggap produktif. Karena itu, sarana leasing merupakan altematif yang baik 

bagi perusahaan yang kurang modal atau hendak menghemat pemakaian tanpa 

harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali da[am sektor­

sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktit: 

Leasing Company bila dilihat dari hubungan perusahaan pembiayaan 

deogan pemilik modal terbagi menjadi dua yaitu Non-Independent Leasing 

Company dan Independent Leasing Company yaitu: 

a. Independent Leasing Company 

Perusahaan leasing yang tidak merniliki hubungan yang dekat dengan 

Suplier harang modal. 

Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu Suplier barang 

modal sebingga dalarn pembiayaan barang modal yang dilakukan oleh 

Independent Lem;ing Company dapat beragam (tidak terfokus pada satu 

merek barang modal) tetapi dapat terdiri dari berbagai merck maupun 

jenisnya)20 

b. Non-Independent Leasing Company 

Perusahaan leasing yang rnemiliki hubungan langaung dengan Suplier dari 

barang modal,dimana pendirian perusahaan leasing wrtuk meningkatkan 

penjualan barang modal yang dijual oleh Suplier yang bersangkutan21• 

29 Budi Rachmat, Multi Flnance H®dhaok~lndonesion Perspective, P.T. Pradnya Paramlta, 

''"'-him. 69 21 Thatan AkWltan Indonesia, SJandar AkumlmSi KeJ11111gan, Sa1emba Empat, Jakarta, 1994 
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Suatu perusahaan yang mernpunyai hubungan ·langsung dengan Suplier 

barang moda1, dimana pendirian perusahaan li!asing untuk meningkatkan 

penjualan barang modal yang dijual oleh Suplier yang bersangkutan" 

Non~lndependenl Leasing Company semakin berkembang dengan pesat. 

Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlab perusabaan pembiayaan yang 

bersifat tidak independent yang dilihat dari hubungan antara perusabaan 

pembiayaan dengan pemilik barang modaL Beberapa eontoh Non-Independent 

Leasing Company yaitu 

a. Toyota astra financial services 

b. lndomobil Finance, 

c. Tiga Berlian auto finance dan Jain~ lain. 

Non-Independent Leasing Company dalam prakteknya karena memiliki 

hubungan yang dekat dengan Suplier dari barang modal memiliki kemudaban dari 

Suplier dalam hal harga produk. dan ketersediaan barang modal karena pendirian 

perusahaan Non-Independent Leasing Company ditujukan untuk meningkatkan 

barang modal yang dijual oleh SupHer barang modal yang bersangkutan. sehingga 

perusabaan Non-Independent Leasing Company hanya terfukus pada satu merek 

barang modal saja. Dengan kondisi menguasai satu merck harang modal saja 

pcrusahaan tni juga merupakan tujuan dari pendirian perusahaan in! 

memungkiokan teljadinya tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaba Tidak Sehat berupa tindakan­

tindakan trust yaitu membuat perjanjian dengan pelaku usaha laun W'ltuk 

melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan 

yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahaakan kelangsungan hidup 

masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang 

bertujuan untuk mengontrol penjualan dan atau pemasaran atas barang dan atau 

jasa yang dijual oleh Suplier barang modal sehingga memungkinkan dapat 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. anti 

persaingan memiliki kedudokan yang tidak seimhang didalam bersaing dengan 

perusahaan yang Independent Leasing Company. 23 

22 Bud/ Rahmat, Op.cjt, him. 69 
D Undang-Undang No 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasal 14 
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Berdasarkan pada hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk · melakukan 

penelitian dengan judul: "NON-INDEPENDENT LEASING ·cOMPANY, 

SUATU TINJAUAN HUKUM LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN 

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA T Dl INDONESIA" 

1.2. Pokok Permasalah 

I .2.1, Bagaimana Pengaturan Mengenai Non~Jndependent Leasing 

Company di Indonesia? 

1.2.2. Apakah praktek bisnis yang dijalankan oleh Non-Independent 

Leasing Company dapat bertentangan dengan Undang-Undang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan dibahas pada Laporan Tugas 

Akhir ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.l. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Mengenai Non­

Independent Leasing Company di Indonesia 

1.3.2. Untok mengetahui apakah praktek bisnis yang dijalankan oleh 

Non-Independent Leasing Company bertentangan dengan Undang­

Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penetitian ini diharnpkan dapat berguna baik secara teoritis rnaupun secara 

praktis dalam pernanfaatan yang sebagaimana mestinya, yaitu 

1.4.1. Teoritis 

PeneHtian inl diharapkan dapat rnemberikan sumbangsih pemikiran 

dalam perkembangan ilmu hukurn, khususnya di bidang Hukum 

Ekonorni di Indonesia. 

1.4.2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

instansi~instansi pemerintah maupun swasta, khususnya dalam 
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pengernbangan sektor usaha pernbiayaan Leasing di lndonesia 

sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kehidupan 

perekonomian yang mandiri; berdaya saing, adil, makmur dan 

merata di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Metode Pendekawn 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum dengan pendekatan yuridis nonnatif' dengan 

menggunakan data sekunder sebagai surnher utamanya dan data 

primer sebagai pendukung dari data sekunder 

1.5.2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriftif analitis, 

yaitu memberi gambaran fukta-fakta disertai dengan analisis yang 

akurat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan 

pembinaan dan pengembangan Undang-undang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.25 

1.5.3. Tahapan Penelitian 

!.5.3.!. Pcnelitian Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sakunder, 

yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada 

masalah-masalah yang diteliti, yang terdiri dari: 

1.5.3.1.1. Bahan hukum primer, yaitu beberapa peraturan 

perWldang-Wldangan, antara lain: 

1.5.3.1.1.1. Undang-Undang Dasar 1945 

1.5.3.!.1.2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pemhangunan Nasional 

1.5.3.1.1.3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha 

24 Soerjono Soekanto, Penganrur Penelitian Hukum, Universitas IndGnesia, 1984, him, 34 
zs Ibid, h1m 34 
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udak sehat 

1.5.3.LIA Peraturan mcnteri keuangan 

tentang 

Rl No 

841PMK.012/2006 

pembiayaan 

perusahaan 

1.5.3.1.1.5. Sural Keputusan Bersama Menteri Keuangan, 

Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan 

dan koperasi Republik Indonesia Nornor kep, 

122/MKJIV/1/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan 

Nomor 30/KBP/l/1974 ten!ang perizinan Usaha 

Leasing 

LSJ.LL6. keputusan presiden Republik Indonesia No 61 

tahun 1988 !entang lembaga pembiayaan 

1.53.1.!.7. 

1.5.3.1.1.8. 

L5.3.LI.9. 

keputuaan menteri 

!169/KMK.Ol/1991 

kenangan Rl 

len tang kegiatan 

Nomor 

leasing, 

pudatanggal tanggal27 November 1991 

keputusan menteri 

448/KMK.OI7/2000 

keuangan 

tentang 

Rl nomor 

perusahaan 

pembiayaan, pada tanggal27 Oktober 2000 

keputuaan menteri keuangan Rl No 

172/KMK0612002 ten tang perubahan atas 

keputusan menteri keuangan No 

4481KMK.OI7/2000 tentang perusahaan 

pumbiayaan, pada tanggal 23 april 2002 

L5.3.l.Ll0. keputusan menteri keuangan Rl No 

l85/KMK.06/2002 tentang penghentian 

pemberian izin usaha perosahaan pembiayaan, 

pada tanggal 24 april 2002 

1.5.3. 1.1.1!. keputusan menteri keuangan Rl no 

45/KMK.06/2003 tentang penempan prinsip 

pengenalan nasahah bagi lembaga keuangan non 

bank 

1.5.3.1.2, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

Unive:rsltas lndones[a 

__ ,,_ 
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kaitannya dengan bahan hukum primer, antara lain: 

1.5.3.1.2.1. Hasil karya ilmiah para srujana 

1.5.3 .1.2.2. Hasil,hasil penelitian 

14 

1.5.3.1.3. Bahan hukum lersier, yailu bahan-bahan yang 

memberikan infonnasi tambahan tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa 

artikel dari koran, majalah, maupun didalam situs-situs 

internet 

1.5.3.2. Penelitian lapangan: 

Penelitian lapangan dilakukan dalam upaya mencari data 

yang bersifat primer. yaitu untuk mengetahui bagaimana 

pengaturan mengenai larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat di Indonesia., bagaimana 

pengaturan mengenai Leasing di Indonesia dan untuk 

membuktikan apakah Non-Independent Leasing Company 

bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat di Indonesia 

sebagai sebuah penunjang dari data-data sekunder, 

Dalam Hal ini, Penulis melakukan penelilian lapangan pada: 

1.5.3.2.1. PT Toyota Aslra Financial Services 

1.5.3.2.2. PT. Indomobil Finance 

1.5.3.2.3. PT. Tigaberlian Auto Finance 

1.5.3.2.4. Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK 

1.5.3.2.5. Asosiasi Perusahaan PemOiayaan Indonesia 

1.5.3.3. Teknik Pengwnpulan Data 

1.5.3.3.1. S!udi Kepustakaan 

Dilukukan terhadap data seknnder untuk mendapatkan 

landasan teoritis, beberapa pendapat-pendapat atau 

tulisan-tulisan para aldi atau pihak-pihak lain yang 

berwenang dan juga untuk mendapatkan infonnasi, baik 

dahan bentuk kerentuan formal maupun data melalui 
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26 lbid 
27 lbid 

IS 

kah ',. nas resm1. 

1533.2, Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan 

data primer. Hai ini dilakukan menggunakan 

wawancara yang bersifat terbuka dan rnempersiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, tetapi 

masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan 

lain disesuaikan derigan situasi dan kondisi ketika 

wawancara ber1angsung27
• 

LS,3A Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan, peneliti 

menggunakan metode analisis normatif kualitatif, bersifat 

normatif karena penelitiannya bertitik tolak dari norma­

norma, asa.s-asas dan peraturan perundang-undangan yang 

ada sebagai norma hukum positif, sedangkan bersifat 

kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik 

tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi­

infonnasi dari basil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

L5.3.5. Lokasi Penelitian 

!535 .I, Perpustakaan Fakul!as Hukum Universitas Indonesia 

L53,5,2. Perpustakaan Pasca Sarjana Hukum Universitas 

Indonesia 

L535.3, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jalan lr.H Juanda 

Nomor 36, Jakarta Pusat 

L5J.5A, Bapeparn·LK 

1.5.3.5.5, Kantor Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia 

L5J.5.6, Kantor Toyota Astra Finance 

L5J.5.7. Kantor Jndomobil Finance 
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1.6. Laodasan Teori 

Alinea ke-4 Pernbukaan UUD 1945 menentukan tujuan hidup bemegara 

bangsa Indonesia, yaitu antara Jain memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdasakan kehidupan bangsa dan melindungi bangsa dan tumpah darah 

Indonesia. Menciptakan negara yang sejahtera, adil dan makmur merupakan suatu 

kegiatan yang memerlukan waktu panjang dan terencana dengan melibatkan 

semua pibak, baik administrasi negara maupun rakyat. Tujuan bernegara 

Indonesia yang tercantum jelas dalam Pembukaan di atas menunjukkan ciri 

welfare state (negara kesejahteraan) yang dianut Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKR1).28 

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep 

legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi legal state terdapat 

prinsip staatsonthouding atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam 

bidang politik yang bertumpu pada dalil "the least government is the best 

government'. dan terdapat prinsip "laissez faire, laissez aller" daJam bidang 

ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi 

masyarakat (staatsbemoeienis). Atau dikatakan bahwa, "'the slate should intervene 

as little as possible in people's !;ves and businesses." Akibat pembatasan ini 

pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, sehingga sering disebut negara 

penjaga rnala.m (nachtwakerstaat atau nachtwachtersstaat). Adanya pembatasan 

negara dan pemerintah ini dalarn praktiknya ternyata berakibat menyengsamkan 

kehldupan warga negara. yang kemudian memunculkan reaksi dan kemsuhan 

sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malarn telah gaga! da!am 

implementasinya.29 

Kegagalan implemetasi nachtwachtersstaat tersebut kemudian 

memunculkan gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state. Ciri utama 

negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare state 

21 Zainal Mu«aqin. "Sejarah Pertumbuban dan Pcrkembangan Hukum Administrnsi Negara dalam 
Negara Hukum PancasUa dan UUD I94.5," daiam SF Marbun. et.al., ed .• Dimetui-dimensi 
Pemikiran Hukum Administrasi Negara, cet U, (Yogyakarta: tm Press., 2002). htm. 144, 
Zt Ridwan HR.,Hr<kum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 20061 hlm.. 14. 
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merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip slaCJtsonthouding, yang 

membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri k:ehidupan ekonomi 

dan sosial masyarakat. menjadi staatsbemoeinis yang menghendaki negam dan 

pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakal, sebagai 

langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban 

dan keamanan (rust en. orde).30 

Berkaitan dengan ilu, maka teori tentang negara kesejahteraan digunakan 

sebagai pisau analisis data yang diperoleh selama penelitian karena disamping 

negara adalah dipandang sebagai suatu entitas politik, negara merupakan sebuah 

entitas ekonomi dirnana negara menjadi wadah dan wahana bagi berlangstmgnya 

proses ekonorni yang terjadi di dalamnya sehingga negara memiHki peranan 

dahun mengatur perkembangan sektor-sektor usaha yang penting dalam 

pernbangunan dalam rnngka menuju pada masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera. 

Untuk mengetahui apakah Non-Independent Leasing Company 

bertentangan dengan Undang-Undang Larangan monopoli dan persaingan Usaha 

Tidak sehat, diterapkan pendekatan per se Illegal dan Rule Of reason. Pendekatan 

per se illegal tidak memerlukan analisa ekonomi mengenai suatu perbuatan itu 

telah melanggar atau menimbulkan harnbatan terhadap persaingan. Dengan 

pembuktian yang tidak hams adanya paljanjian lisan, tetapi cukup dengan 

terjadinya kesepakatan atau kecenderungan adanya kesepakatan. Kissane & 

Benerofu menyatakan bahwa sualu tlndakan dikatakan per se illegal adalah 

apahila: 

" .. .it falls into a class of act that courts have determined are so obviously 

anticompetitive that little or no analysis of the particular facts of the case 

at hand are necessary to nile the act illegaJ"3 
L 

Pcnerapan prinsip Rule Of Reason memerlukan analisa ekonomi untuk 

mengetahui apakah perbuatan itu menghambat atau mendorong persaingan atau 

30 Ibid., him. 15. 
31 J.K!ssane & SJ. Benerofe, antirUst and the regularion of compeJition; Glossary, Online edition, 
l9% 
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dengan kata lain di terapkan terhlldap tindakan yang tidak bisa secara mudab 

dilihat sifat mclawan hukumnya tanpn rnenganalisis akibat tindakan itu terhadap 

kondisi persaingan, Dalam hal ini teori anaiisis ekonomi dalam hukurn dapat 

diterapkan.32 

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai Per Se l//egal dan Rule 

Of Reason. Lawrence Anthony Sulliyan menyatakan bahwa "Per Se Dlegal adalah 

suatu pendekatan yang secara An sich dan lebih menitikberatkan kepada perilaku 

pelaku usaha tanpa terlalu memperrutungkan kepentingan ekonomi dan sosial 

secara lebih luas. "" dan bila melihat pendapat dari A sri! Sitompul yang 

menyatakan bahwa "Per Se Illegal adalah suatu pendekatan dimana perbuatan 

dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dihukum tanpa perlu melakukan 

pertimbangan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau hambatan 

persaingan usaha34
• Menurut pemahaman pendekatan ini , Per Se ll/egaladalah 

perbuatan tersebut seeara jelas dan regas akan dianggap pelanggaran oleh jakim 

tanpa melihat apakah terdapat akibat yang merugikan atau menghambat 

persaingan. Hal ini sejalan dengan pengertian yang disampnikan oleh Syamsul 

Maarif yang menyatakan bahwa "Per Se Illegal adalah Iarangan yang mernang 

secara alamiah dilarang tanpa perlu dikaitakan dengan darnpak kegiatan tersebut 

pada persalngan karena pada dasamya memang ntenimbulkan persaingan usaha 

tidak sehat"35
• 

Sedangkan pendekatan Rule Of Reason lebih berorientasi kepada prinsip 

efisiensi yak.ni memperhitungkan akibat negatif dan positif dari tindakan tertentu 

terhadap proses persaingan35
. Susanti Adi Nugroho menyatakan bahwa: 

"Prinsip Rule Of Reason adalah pendekatan dengan menggunakan 

pertimbangan akan akibat suatu perbuatan apakah mengakibatkan 

11 Rkhard A.Posner, Ecommric Analysis Of Law, Ashgate, England. 2000, hlrn.3 
31 lawrence Anthony Sullivan, Antilnt$1, West Publising. StPaul Minnesota, him. 167~171 
34 Asrif Sitompul, Praklek Monopoli dan Persairtgan Usaha Tidak Sehat (!'injauan terhadap 
Und(mg~Undang No 5 Tohun 1999), Bandung, PT. Citra Aditya, 1999, hlm 23 
35 Syamsul Maarif, Tantangan Peneg(I/um Hukum Persaingan Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis 
Volume 19, Mej~Juni 2002, 
3 ~ Lawrence Anthooy Sullivan, Op.e1t, hlm. 171 
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terjadinya praktek monopoli dan akan menimbulkan kerugian terbadap 

ihak I • n37 p am . 

Dan bila kita membandingkan dengan pendapat dari Syamsul Maarif yang 

menyatakan bahwa "'Rule Qf Reason adalah suatu laf8:11ga.n yang baru berlaku 

apabila suatu kegiatan usaba dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau 

persaingan usaha tidak sehat".38 

Para ahli huk:um persaingan usaha Indonesia dala.m memberikan definisi 

rule of reason dan per se rule dapat melakukannya secara tepat namun hanya 

sebatas memherikan definisi tanpa melibat Jatar belakang kemunculannya. 

Berbeda denga.n peneliti dari AS yang selalu melihat rule of reason dan per se 

rule secara kontekstual artinya prinsip tersebut muncui karena putusan haldm 

dalam mengadili suatu perkara persaingan usaha, J, David Reitzel secara lengkap 

mengcnai rule of reason adalah sebaga.i berikut; 

In Standard Oil the court rejected its earlier position that al contracts 

in restraint of trade were prohibited by the Sherman Act and applied 

what has came to be called the rule of reason. The Court rule that the 

Congressional intent was to prohibit only those contracts that 

reasonably restrainted trade_ This rule of reason - that is the process 

of determining if a defendant's conduct sufficiently anticompetitive to 

constitute an "unreasonable restraint" - is very much a part of 

antitrust law today Section 1 cases. 39 

Sedang mengenai definisi Per Se fl/egal, Reitzel menegaskan pendapatnya 

dengan mengutip pendapat Justice Stone yang mengadili kasus United States v. 

Trenton Potteries Co (1927), 

:>i Susanti Adi Nugroho, Hukum Persoingon usaha di Indonesia. Puslitbang/Diklat Mahkamah 
.Agung. 2001, hlm 29 
n Syamsul Maarif, Op.cit, 
l? ],David.Reitzel et At, Contemporary Business Law. McGraw~Hill Publishing Companya, 
Fourth Editon, 2001, him. %5 
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"agreement which create such potential power may well be held to be 

in themselves ['per se "] unreasonable or unltmiful restraintt, without 

the necessity of minute inquiry wether a parlicular price is reasonable 

as fixed and without placing on the govement in enforcing the Sherman 

Law the burden of ascertaining/rom day to day whether i~ has become 

unreasonable through the mere variation of economic conditions. 40 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Henry Cheeseman mengatakan bahwa di 

Amerika Serikat penggunaan per se rule oleh Mahkamah Agung apabila 

pembatasan perdagangan dianggap secara inheren merupakan tindakan anti 

persaingan (once a restraint is characterize as a per se violation, no defenses or 

justifications for restraint! will save il, and no further evidence need ba 

considered)41 

Penerapan metode Rule Of Reason dapat dengan akurat dari sisi efisiensi 

menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaba dapat mengbambat persaingan, 

namun kelemahan dari metode ini adalah tidak sarnanya basil penelitian untuk 

tindakan pelaliu usaha yang sama. lni disebabkan tidak samanya akibat yang 

timbul dari tindakan pelaku usaha tersebut Disatu pibak ada yang mengbambat, 

dilain pihak ada tindakan pelaku usaha yang tidak mengakibatkan terhambatnya 

persaingan dan tidak merugikan konseumen. Oleh karena itu dikatakan bahwa 

pendekatan Rule Of Reason dapat tidak membawa kepastian kepada para pelaku 

usaha, apakah tindakannya melanggar Undang-Undang Larangan Pr.ktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 42 Kesulitan dalam penerapan Rule 

Of Reason disebabkan adanya dua pemahaman mengenai kekuatan pasar yaitu 

kekuatan pasar Stiglerian43 dan kekuatan pasar Bainian41
•
45 

40 Ibfd, blm.96S 
41 Henry R. Cbessemen, Business law- Erhicol ,International & £-Commerce Erwironmcnt, Upper 
Saddle River. New Jersey, 2001, hlm 95 
42 Tri Anggraini. A.M , Larangan Praktek Monopoli dan Persoingan Tidak Sehat; Per Se J/l.egal 
dan Rule Of Reason, Fakultas Hukum, Universilas Indonesia, Jakarta 2003, hlm.399 
4
l Kekuatan Pasar StigJerian adalah kekuatan pasar yang dimiliki .oleh suatu perusahaan dengan 

mengatur atau meninglunkan harga diatas tiDgkat kompetitif secara langsung, yakn! dengan cara 
mengbambat produksinya sendiri atau mengendalikan barga 
'" Kekuatan Pasar Bainian adalah kekuatan pasar suatu pemsahaan atau sekelompok perusahaan 
dengan meningkatkan harga diatas harga kompetitif dcngan cara meningkatkan blaya pesaingnya 
sehingga membuat terbambat berproduksi atau disebut dengan mengesampingkan pesaing 
4~ Ibid. hlm 399-400 
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Pendekatan Per Se Illegal Tidak memerlukan penelitian terhadap tindakan 

pelaku · usaha dari sudut ekonomi, apakah menghambat atau mendorong 

persalngan. Penerapan Per Se 1//ega/ terhadap tindakan tertentu pelaku usaha, 

seperti price fixing, boycull, horizontal market division dan tying arrangement. 

Berdasarkan prinsip ini hanya dengan dasar keyukinan bahwa telah berulangkali 

tindukan tersebut pasti mengbambat persaingan dan merugikan konsumen." 

DWJ.ia usaha dengan pasti tindakan mana yang melanggar ketentuan Undang­

Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaba tidak sehat. Namun 

Per Se ll/egal tidak selalu dengan akurat menghasilkan pendangan apakah suatu 

tindakan usaha benar-benar tidak efisien dan merugikan konsurnen. Tindakan­

tindukan yang sama para pelaku usaba tidak selalu melahirkan akibat yang sama 

dan hal ini hanya dapat dlketeahui me!aui analisis ekonomi atas tindakan tersebut 

kasus demi kasus. 

Pencarian penerapan Rule Qf Reason dan Per Se R/egal dapat dilakukan 

dangan dua cara, yaitu; 

a. Melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahon 1999 

b. Menganalisa keputusan KPPU 

Penerapan Rule Of Reason dapat dilihat dari pencantuman kata-kata 

''yang dapat mengakibalkan" dan atau "patut diduga". Hal ini menunjukan 

perfunya penelitian yang mendalam apakah suatu tindakan menimbulkan 

monupoli yang merugikan persamgan usaha. Sedangkan pendekatan Per Se 

Illegal biasanya dipergunakan dalam ketentuan atau pasal yang mempergunakan 

istilah "dilarang", tanpa anak kalimat "patut didugaj,dan atau ''yang dapat 

mengakibatkan". Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyelidikan terhadap 

dngaan adanya monopoli dan kartel digunukan pendukatan Rule Of Reason. 

Sedangkan pemer:iksaan mengenai sebagai perjanjian antara pelaku usaha 

menggunakan pendekatan Per Se Diego/ 

Sistematika Undang-Undang Persaingan Usaha tidak ada salah satu 

pasalpun yang mengemukakan mengenai prinsip rule of reason dan per se. 

Undang-Undang Persaingan Usaha terdiri dati 53 pasal, yang seeara substansial 

berisi; 

46 Ibid. hlm,400 
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a. Perjanjian yang dilarang;47 

41 Undang-Undang Nomor 5 'fahun 1999, Op.cit Pasal4-l6 
Petjanjian yang dilanu1g terdiri dari: 

22 

I. Oligopoli yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaba lain 
untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran daJi a1au 
jasa yang dapat mengakibatkan tcrjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat 

2. Penetapan barga adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang barus dibatay oleh 
konsumen atau pelang,gan pada pasar yang bersangk.utan yang sama atau membuat 
perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang sstu harus membayar dengan harga yang 
berbeda dari harga yang harus dtbayar oleh pembcli lain untuk barang dan at au jasa yang 
sama atau membuat peljanjian dengan pelaku usaha pesaingnya 1.mtuk menetapkan harga 
dibawah harga pasar,atau membuat petjanjian dengan pelaku usaba lain yang memuat 
persayaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok 
kembali barang dan atau jasa yang dlterlmanya, dengan harga yang lebih rendab daripada 
harga yang telah dipeljanjikan seh!ngga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat 

3. Pembagiau wilayah adalah peljanjian antara pelak:u usaha dengan pelaku usaha 
pesaingnya yang bertujuan uuruk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasat 
terhadap barang dun atau jasa sehingga dapat mengakibatkan teljadinya praktek monopoii 
dan atau persaingan usaha tidsk sehat 

4. pemboikotan adatah peljanjian antarn. pelaku usaha dengan pesaingnya yang dapat 
menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha _yang sama. baik untuk tujuan 
dalam negeri rnaupun luar negeri atau juga perjanjian untuk meno!ak menjual setiap 
barang dan atau jasa dari pe!aku usaha lain yang me:rugika:n pelak"U usaha lain dan 
membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membell barang dan ataujasa dari pasar 
yang bersangl<utan 

S. kartel adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya yang bermaksud untuk 
mempengarohi harga dengan mengatur produksi d.an atau pcmasaran suatu barang dan 
atau jasa, yang dapa! mengakiba!kan te:Ijadinyn praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat 

6. Trost adalah peijanjian kerja sama antara pe.laku usaha dengan membenruk gabungan 
perusahaan atau per.;eroan ya11g lcbih besar dengan tetap menjaga dan mempertaltankan 
kelangsungan Wdup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang 
bertujuan untuk mengontrol prodoksi dan a tau pemasaran atas barang dan atau jasa 

7. Oligopsoni adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk secara bersama~ 
sa:rna menguasai pembel.ian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan barga 
atau barang dan atau jasa dalam pasar yhang bersangkutan 

8. Jntegrasi Vertikal adalab perjanjian antar pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai 
produksi sejumlab produk yang termasuk dalam mngkaian produksi bamng dan atau jasa 
tertentu yang mana setiap rangkaian produksl merupakan basil pengoJahan atau proses 
lanjutan baik dalam satu rnngkaian langsung maupun tidak langsung 

9. PerjruUian tertutup adalah perjanjian anlara pelaku usaha yang mernuat persyaratan bahwa 
pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memarok 
kembali barang dan atau jasa kepada pihak tertt:ntu pada tempat pertentu alau perjanjian 
yang memuat persyaratsn bahwa pihak yang menerirna barang dao atau jasa tertentu 
harus ber.;edia membel! barang dan atau jasa fain dari pelaku us.aha pemasok atau 
petjarij1an mengenai harga atau potongan harga !ertentu atas barang dan atau Jasa. yang 
memuat persyaratan bahwa pelaku usaba yang menerima barallg dan a tau jasa dari pelaku 
walla pemllSok harus bersedia membeli batang dari pe!a.ku usaha pemasok atau tidak 
akan membeli barang dan atau jasa yang sama a!au sejenis dari pelaku usaha lain yang 
menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok 
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b. Kegiatan yang dilar:mg48
; 

c. Posisi Dominan 

d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 

e. Tata cara penanganan perkara atau hukum acara persaingan usaha; 

f. Ketentunn mengenai sanksi. baik pidana maupun administratif. 

Secara eksplisit dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak 

menycbutkan prinsip Rule Of Reason Dan Per Se Illegal. Tetapi seperti sudah 

dikemukakan diatas, tendapat bebenlpa pendapat yang mengatakau bahwa 

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usalm termasuk dalam 

kategori Rule Of Reason dan Per Se Tl/egal. Untuk itu dapat dikemukakan 

bebempa hal, pertama, bahwa keberadaan prinsip Rule Of Reason dan Per Se 

merupakan suatu usaha pengenalan prinsip tersebut yang telah digunakan sejak 

lama di Amerika sebagai konsekuensi logis dari adopsi hukwn. Kedua, kalaupun 

ak.himya para peneliti mengemukakan bahwa ketentuan tertentu pada Undang­

Undang Persaingan Usaha termasuk dalam klasifikasi tertentu dari kedua prinsip 

tersehut maim hal tersebut merupakan penafsiran sepihak dari para peneliti. 

Dimana para peneliti tersebut menggunakan Rule Of Reason dan Per Se Illegal 

yang ada pada sistem hukum persaingan Arnerika untuk diterap-ana1isiskan pada 

ketentuan Undang-Urulang Persaingan Usaha Ketiga, berkaitan dengan dua hal 

diatas perlu ditemukan 'legitimasi• karena pad a saat pembentuk.an Undang­

Undang Persaingan Usaha sering dikemukakan bahwa undang-undang tersebut 

merupakan adopsi dari Shennan Act di Amerika. Undang-Undang No. 5 Tahuu 

1999 sangat dipengaruhi oleh Antitrust Law Amerika Serikat dalam 

pembuatannya. 

Konsekuensi dari adopsi hukurn edalah tidak berlebihan apabila Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai [embagai pengawas berani 

menyatakan bahwa substansi Undeng-Undang No. 5 Tahun 1999 pada ketentuan 

10. Perjanjian dengan pihak luar negerl adalah pelnku usaha dilarang memhuat perjanjian 
dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ke!entnan yang dapat mengakibatkao 
teljadinya praktek monopoli dan atau pcrsaingan usaha Hdak sebat 

48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op.Cit, Pasal 17-24 
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yang mengatur perjanjian dan kegiatan yang dilarang merupakan perwujud­

nampakan dari prinsip terse hut. Hal tersebut nampak pada salah satu pelaksanaan 

tugas komisi untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan 

Ondang-Undang Persaingan Usaha.49 Dalam leaflet yang dibuat oleb KPPU 

dinyatakan bahwa Undang-Undang No. 5 Tabun 1999 tidak kurang dari 19 pasal 

pelarangan yang bersifat Rule Of Reason, diantaranyn ynitu; 

a. Perjanjian oligopoli, perjanjian untuk menetapkan harga dihawab pasar 

(predatory pricing), pembagian wilayah, kartel, trust, oligopsoni, integrasi 

vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. 

b. Kegiatan monopoli, mooopsoni~ penguasaan pasar, dan persekongkoian 

tender. 

c. Penyalahgunaan posisi dominan melalui perangkapan jabatan dan 

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan usaba. 

Sedangkan praktek usaha yang Per Se Illegal diatur kurang dalam enarn 

pasal Undang-Undang No.5 Tabun 1999; 

a. Perjanjian untuk menetapkan harga (price fixing), diskriminasi harga, 

pemboikotan, dan perjanjian tertutup (exclusive dealing). 

b. Kegiatan persekongkolan untuk mengharnbat produksi danlatau pemasaran 

produk danlatau jasa pesaing. 

c. Penyalabgunaan posisi dominan dalam hal penghambatan terhadap 

konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang bersaing dari segi harga 

maupun kualitas, dan perangkapan jabatan di porusabaan besar dengan 

pasar yang sarna atan bidang yang terkait. 

Dasar pemikiran atau alasan KPPU yang berani menyatakan bahwa 

keten!ulln dalarn Undang-Undang Persaingan Usaha termasuk dalarn kategori 

Rule Of Reason dan Per Se [/legal adalah bahwa KPPU mendasarkan diri pada 

penafsiran setiap pasal dengan menggunakan analisis dari kedua prinsip tersebut. 

Dikatakan berdasarkan penafsiran karena memang undang"undang sendiri tidak 

49 Undang~Undang Nomor 5 Tahwt 1999, Op.cit, Pasal 35 huruff 
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menyatakan secara tegas tentang keberadaan Rule Of Reason Dan Per Se lllegal, 

sehingga hal itu dimungkinkan nielalui cara penafsiran. 

Ekonomi bukan hanya sebuah teori tentang kesadaran periJaku manusia 

tetapi adalah suatu studi tentang tingkah laku yang rasional yang sesuai dengan 

keadaan-keadaan atau piliban-pilihan yang rasional. Atau juga dapat dikatakan 

bahwa ekonomi adalah salah satu studi tentang tingkah laku yang rasional dalam 

menghadapi masalah kelangkaan (scarcily).hal ini menyebahkan arllara hukum 

dan akooomi tidak dapat dipisahkan. Sistem hokum juga berhadapan dengan 

kelangkann. Hal ini hila keadaan sudah sempuma atau baik, maka mungkin tidak 

perlu lagi ada hokum, negara dan mungkln hidup menjadi jenuh dan 

membosankan. 50 

Sistem hukum juga merupakan suatu pola tingkah laku yang rasional pula. 

Huk:um ingin mempengaruhi sesuatu mengenai sanksi sebagai suatu aspek yang 

memaksa dari hukum bahwa orang akan tahu mengenai suatu konsekuensi dari 

yang dilalrukannya. Kewajihan hokum merupakan suatu prediksi, bahwa jika 

seseora.ng berbuat atau ddak berbuat sesuatu maka ia akan mengalarnl 

kesusuahan. Legislator dan hakim percaya bahwa orang akan menjawab ancaman 

tersebut dengan memodiflkasi tingkah lakunya untuk meminimaJkan biaya dari 

ketaatan dan sanksi. Negara rnencoba meminimalkan biaya dari pelaksanaan suatu 

sanksi dengan mengharapkan terdptanya ketaatan dari masyarakatnya.51 Dunia 

sarjana ekonomi mulai dengan perdagangan bebas dan dunia sarjana hukum muJai 

denga.n peraturan, dimana dua disipl!n ini selalu melahirkan different 

prescriptions mengenai interaksi sosial. 52 

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M berpendapat bahwa hokum 

sebagai sarana pembangunan dan penerapan konsepst ini sebagai langkah 

kebijakaanaan politik hokum indonesia serta langkah-langkah pelaksanaannya 

sehlngga pembinaan hukum nasional dan hukum sehagai sarana pembangunan 

memiliki suatu konsekuensi hukum positifnasionallndonesia yang akan dijadikan 

511 A.M Trianggraini, Pendekatan per se illegal dan Rule of Reason dalamUndang-Undang 
Larangan Praldek M()il()jJoli dan per$aingan usaha tidak .vehal, Disertasi Doktora! FH Universitas 
Indonesia. hlm.l3 
$l Ibid, hlm13 
51 Frank Eastbrook, "The Inevitability of Jaw and eCOhomics", Legal Education Review, Vol.l. 
No.1, 1989. hlm 3-4 
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sebagai suatu sarana pembangunan masih memerlukan pembaruan dan 

pembinaan.s3 Hal ini juga membawa suatu kondiSi logi.>; bahwa hukum itu harus 

menwtjang perkembangan perekonornian. Oleh karena itu, dalarn rangkn 

pemerintah sebagai regulator dalam mengawasi dan membina sektor usaha di 

negaranya dalam upaya menciptakan dan menjaga keber1angswtgan persaingan 

usaha khususnya di sektor pembiayaan dengan terbentuknya undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tehun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan 

persaingan Useha Tidak Sehat. 

1.7. Kerangka Konsepsional 

Pembangunan nasional di bidang ekonomi hatuslah diarahkan kepada 

terwujudnya kesejahteraan rakyat beroasarkan pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 194 S dimana demokrasi dalam bidang ekonomi mengahendaki adanya 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Wltuk berpartisipas:l daiam proses 

dijual dan pemasaran barang dan alau jasa didalarn iklim useha yang sehat, 

efektif) dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonornl dan 

bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga tidak menimbu1kan adanya 

pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. 

Penulisan ini menggunakan berbagai istilah, dan untuk mengatasi 

perbedaan pengertian dari istiiah-istilah ltu, maka di bawah ini arlalah: 

a. Monopoli 

Penguasaan atas dijual dan atau penguasaan barang dan atau atas 

penggunaan jasa tertentu oleh satu peJaku usaha atan satu ke1ompok 

pelaku usaha tertentu 

b. Praktek monopoli 

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dana 

alau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaiugan usaha tidak sebat dan 

dapat merugikan kepentingan umum. 

c, Pemusatan kekuatan ekonomi 

SJ Mochtar Kusumaatmadja, Korou:pMKonsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 
2006, blm.85 
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Penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang be!Sllllgkutan oleh satu atau 

lebih pclaku usaha sehiogga dapat meneotukan Iuirga barang dan atau jasa. 

d. Posisi dominan 

Keadaan dimaoa pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di 

pasar bersangkutan dalam k.aitannya dengan pangsa pasar yang dikuaqi, 

atau pclaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar 

bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan akses 

pada pasoka atau penjualan serta kemampuan Wltuk menye.suaikan 

pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu 

e. Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatao produksi dan 

atau pamasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak 

jujur atau melawan hukum atau menghabat persaingan usaha 

f. Oligopoli 

Pelaku usaha dilarang membuat oeijanjian dengan pelaku usaha lain untuk 

secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan teijadinya praktek 

monopoli daa persaingaa usaha tidak sebat. 

g. Trust 

Pelaku usaha dilarang membuat peiJanJ!an dengan pelaku usaha laun 

untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan 

atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan 

mempertahankan kelangsungaa hidup masing-masing perusahaan atau 

perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produk:si dan atau 

pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan 

teJjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

h. lntegrasi Vertikal 

Pelaku usaha dilarang membuat peijanjian dengaa pclaku usaha lain yang 

bertujuan untuk menguasai produksi sejumlab produk yang termasuk 

dalarn rangkaian produksi barang dan jasa tertentu yang mana setiap 

rangkaian produksi merupakan basil pengolahaa atau proses lanjutan, baik 

dalarn satu rangkaiaa langsung maupun tidak langsung yang dapat 
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mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak ·sehat dan atau 

rnerugikan masyarakat. 

t. Leasing Atau Sewa Guna Usaha 

An Agreement coonveying the right to use the property, plant or 

equipment( Land and/or depreciabr.;l assets)usually for a staded period of 

time. 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara 

/easing dengan hak opsi (finance Lease) maupun leasing taupa hak opsi 

(operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) 

selarnajangka waktu tertentu herda'!atkan pembayaran secara berkala 

J. Perusahaan leasing 

Badan usaha yang melakukan kegiatan pebiayaan dalam bentuk 

penyediaan barang modal secara financial lease rnaupun operating tease 

untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selaa jangka waktu tertent:u 

berdasarkan pembayaran secara berkala. 

k. Financial Lease 

Suatu bentuk leasing dimana pada akhir masa kontrak meropunyai hak 

opsi untuk membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati 

bersarna. 

L Operating lease 

Kegiatan leasing dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi 

untuk membeli objek leasfng. 

m. Non-independent Leasing Company 

Perusahaan leasing yang memiliki hubungan yang dekat dengan Suplier 

dari barang modal. 

Suatu perusahaan yang mempunyai hubungan Jangsung dengan Supiier 

barang modal. dimana pendirian perusahaan leasing untuk meningkatkan 

penjualan barang modal yang dijual oleh Suplier yang berSangkutan 

n. Independent Leasing Company 

Perusahaan leasing yang lidak memiliki hubungan yang dekat dengan 

Suplier berang modal Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan 

suatu Sup!ier barang modal sehingga dalarn pembiayaan barang modal 
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yang dilakukan oleh lndependent Lea.•ing Company dapat beragam( lidak 

terfokus pada satu merck barang modal, te!api dapat terdiri dari berbagai 

merek maupunjenisnya). 

1.8. Sistematika Penuli.~an 

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, penulis rnenguraikan 

sistematika penulisan sebagai berikut 

Bah I PendahuJuan. Pada bab ini beriksikan urnmn mengenai Jatar 

belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran 

(terdlri dari kerangka teoritis dan kerangka konsepsional), metode penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan penelitian. 

Bab II Pengaturan Mengenai Non-Independent Leasing Company Di 

Indonesia. Bab ini rnenguraikan tentang gambaran urnum mengenai Non­

Independent Leasing Company ( sejarah perkerobangan Leasing di Indonesia, 

pengertian Non-Independent Leasing Company, perbedaan antara Non-

Independent Leasing Company dan Independent Leasing Company, jenis transaksi 

leasing, jenis dan tata cara pelaksanaan transaksi Non-Independent Leasing 

Company), peranan llapepam LK dalam melakokon pengawasan dan pengaturan 

terhadap Non-Independent Leasing Company, Dasar hukwn fungsi pengawasan 

dari Bapepam-LK dan bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam­

LK dan lembaga lain penunjang pengawasan terhadap Non-lnde.pendenl Leasing 

Company 

Bab lii Non-Independent Leasing Company Dltinjau Dari Hukw:n 

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia 

Bab inl menguraikan tentang tinjauan hukum larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terhadap Non-Independent Leasing 

Company (Penerapan prinsip negara kemakmuran dan prinsip hukum sebagsi 

serana pembangunan dalam Pengaturan Undang-Undang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Tinjauan terhadap 

Non-Independent Leasing Company dengan pendeka!an per se illegal, rule of 

reason,dan economic analysis of law dalam mencari pernbuktian apakah praktek 

usaha yang dilakukan oleh Non-Independent Leasing Company dapat 
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bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan · 

Persaingan Usabe Tidak Sehal dan Studi Kasus 

Bab V Kesimpulan Dan Saran. Sebagai bab terakhir maka di dalamnya 

akan dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, hal-hal yang disimpulkan dari 

basil penelitian ini yang menjawab pokok permasalahan dan juga S!!rllil dari hasil 

penelitian. 
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BABII 
PENGATURAN MENGENAI NON-INDEPENDENT LEASING 

COMPANY DI INDONESIA 

2.1. Sejar:ah Perkembangan I~easiog Di Indonesia 

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat dari perkembangan lembaga 

yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 

Perkembangan ini merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan untuk mengubah suatu 

kondisi dari suatu tingkat yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada tingkat 

kualitas yang dianggap baik atau paling baik." Untuk itu, perkembangan atau 

pembangunan yang dilaksanakan merupaksn pambangunan yang menyelurub dalarn 

semua sek:tor tersebut diatas. Salah satu perwujudan pembangunan yang menyeluruh 

pada suatu bangsa adalah dengan teJjadinya perkembangan dunia usaba baik dalam 

sektor usaha berskala besar; menengah, kecil rnaupun mikro. Perkembangan ini juga 

menuntut paean serta pihuk swasta dalarn palaksanaan pembangunan aksn semakin 

meningkat. Perkembangan ini membutuhkan modal yang besar sehlngga menciptakan 

suatu altematif bagi dunia usaha dalam memperoieh modal yaitu meialui apa yang 

dikenaJ dengan "Lea.-;ing.,. 

Usaha Leasing dalam arti luas telab ada sejak lama, dan mengalami parjalanan 

sejarah yang panjang dengan berbagai variasinya. Orang-orang Samaria sudab 

mengenal sistem sewa-menyewa berupa tanah pertanian oleh pamilik tanah. Sedangkan 

penulis lain menyatakan bahwa kegiatan leasing telah ada sejak tabuu 5000 SM tetapi 

kepopulerannya masih jaub tertinggal dibandingkan dengan bank atau lembaga 

keuangan lainnya. 55 

Transaksi leasing semi-modem baru mulai dipraklikan di lnggris, namun pada 

tabun 1870-1880an dianggap mulai berkembang pesat. Hal ini ditandai pada periode 

tersebut, kegiatan leasing berkembang berbeda dengan kegiatan lease tanab terdahulu 

54 Mulhadi Op.cit 
'
5 Krisna Wijaya, "Leasing di Indonesia", Infobank, Edisi No 55lahun 1984, blm.34 
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dimana lessee telah dibebani kewajiban mengembangkan tanah tersebut dan menambah 

bangunan yang dianggap per!u sehingga menaikan nilai objek leasing. Dalam bentuk 

ini juga mulai diperkenalkan jaminan agar lessee rnembayar sewa dengan segera dan 

juga memenuhi janji mernbangun jika waktunya tiba. Sedangkan !embaga leasing di 

Amerika Serikat pertama kali tumbuh sekitar tahun 1877 dimana pacta saat itu 

perusahaan The Bell Telephone Company mulai melakukw:! kegiatan usaha leasing 

peralatan telepmmya kepada masyarakat. Pada tahun yang sama di Philadelphia juga 

dirintis transaksi leasing untuk gerbong kereta api yang dila.kukan oleh The Railroad 

Company Trust dan juga oleh The North Central Wagon Company, England. Sehlngga 

s~ak saat itulah leasing mulai dikenal di masyarakat Amerika Serikat56 

Setelah perang dunia ke IL Leasing rnengalami perkembangan yang pesat di 

Amerika Serikat dimana bidang geraknya menjadi lebih luas, karena yang pada awal 

ruang gerak usaha leasing banya terbatas pada bidang usaha tertentu saja, meluas juga 

ke bidang usaha lain seperti perhoteian, perindustrian, pertanian, pengangkutan~ kapal 

terbang dan juga alat kebutuhan rumah tangga. Pada tahun 1952, seorang usahawan 

terkenal Mr. Henry Schoenfeld mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

usaha leasing di Amerika Serikat. Perusahaan itu didirikan dengan modal dasar sebesar 

US $ 20,000,- yang kemudian berkembang rnenjadi perusahaan leasing yang paling 

terkemuka di Amerika Serikat. Dalam perkernbangan kemudian. usaha leasing terus 

berkembang tidak banya di lnggris dan Amerika tetapi juga berkembang di Eropa dan 

bebera negara di Asia seperti di Jepang, Taiwan. Hongkong, Korea Selatan~ Singapura.. 

serta malaysia dan Indonesia. 

Di Indonesia, Usaha Leasing mulai dikenal pada tahun 1974, dimana pada saat 

itu Indonesia sedang membangun. Pada tanggal 7 Febuari 1974 dikeluarkan keputusan 

bersama liga mentri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian. dan Menteri 

Perdagangan dan Koperasi No; Kep-1221MK!IV/2/1974, Nomor 32lMKJSK/2/1974 dan 

Nomor 30/KBP/1/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing beserta berbagal sural 

keputusan dan surat edanm menteri dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab 

Uudang-Undang Hukum Perdata menganal peljanjian pada urnumnya. 

s& Eddy P. Soekadi, "Mekanisme Leasing", Graba Indonesia, Jakarta 1987. blm.19 
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Industri Leasing di Indonesia dalam tumbuh dan kembangnya dapat dibagi 

menjadi dua tahap yaitu tahap I sampai dengan tahun 1988 dan tahap selanjutnya setelah 

tahun 1988 atau setelah deregulasi paket Desember I 988. dalam tahap l industri leasing 

di Indonesia masih dikatakan industri yang masih balita sampai tahap remaja. -

Pertumbuhan pada masa ini masih dikatakan merangkak dao jumlah perusahaan leasing 

masih sedikit. Tahap selanjutnya yaitu tahapan setelah deregulasi diawa!i deogan 

Keputusao Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang dibarengi dengan dikeluarkaonya 

Sural Keputusan Menteri Keuaogan Nomor 1251/KMK.01311988 taoggal20 Desember 

1988. Dalam periode ini pemerintah mulai melakukao pembenahan, dimana pada waktu 

itu peraturan yang semula terdiri dari berbagai macam dinyatakan tidak berlaku dan 

diganti dengan satu peraturan yang diharapkan dapat mencakup sebagian besar masalah 

yang perlu diatur.51 Dengan adanya dereguJasi ini, para investor maupun calon investor 

di bidang leasing diberi kesempatan untuk meningkatkan statusnya sebagai lembaga 

pembiayaan dan juga ditunjang sebagai akibat perkembangan ekonorni yang kian pesat 

pada saat ilu. 

Kehadiran usaha leasing di Indonesia temyata telah menciptakan wahana baru 

tmtuk pengembangan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil dan mikro, menengah 

maupun sektor usalw bcsar. Dengan adanya usaha leasing ini1 pengusaha dapat 

melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal dengan cepat dan juga 

dapat dijadikao altematif pembiayaan. 

Pada hakikatnya, perluasan usaha memaog membutuhkan tunjangan sektor 

modal yang besar, khususnya bantuan peralatan modal nntuk proyek-proyek baru 

maupun. dalam meningkatkan produksi secara efisien dan cepat. Karena itu, leasing 

adalah Salah satu bentuk pembiayaan yang sangat penting di dalam dunia usaba atau 

dapat dikatakan bahwa leasing merupakan suatu altematifbentuk pembiayaan yang baik 

bagi perusahaan yaog kekurangan modal atau yang hendak menghemat pemakaian dana 

tanpa kehilangan kesempatan untuk rnelakukan investasi58
• 

Paket kebijaksanaan pada 20 desember 1988 itu, pemerintah mulai 

memperkeoalkan Usaha Lembaga Pembiayaan yang tidak hanya kegiatan Leasing saja, 

51 Budl Rachmat, Op.eit. hlm 57 
53 Charles Dulles Marpaung, "Pemalwman Mendasor Atas Usaha Leasing".lntegrita Press; 1985, hlm.l 
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tetapi juga meliputi usaha pembiayaan lainnya. Paket kebijakan itu yang dituangkan 

dalam keputusan presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga 

Pembiayaan, lni memperluas jenis kegiatan usaha pernbiayaan menjadi59: 

a. Sewa Gtma Usaha (Leasing) 

b. Modal Ventura (Venture Capital) 

c. Anjak Piutang 

d. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) 

e. Kartu Kredit (Credit Card) 

f. Perdagangan Sura! Berhatga (Security House) 

Pada perkembangannya, kegiatan perdagangan sura! berhaiga berdasarkan 

keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1256/KMK.00/1989 pada 

tanggal 18 November !989 tidak 1agi menjadi kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini 

disebabkan kegiatan perdagangan sura! beaharga lebih merupakan lemhaga penunjang 

pasar modal. Sementara itu kegiatan Modal Ventura yang memiliki karekteristik yang 

berbeda dengan jenis kegiatan iembaga pembiayaan lainnya. Hal ini disebutkan dalarn 

keputusan Menteri Keuangan Repub1ik Indonesia No 469/KMK.O! 7/!995 pada tanggal 

3 oktoher 1995 yang juga disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 84/KMK.Ol2/2006 tentang Lembaga Pembiayaan sehingga lembaga 

pembiayaan terbagi menjadi00: 

a. Sewa Guna Usaha (Leasing) 

b. Anjak Piutang (Factoring) 

c. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) 

d. Krutu Kredit (Credit Card) 

Perusabaan pembiayaan hingga Desemher 2007 terdapat sebanyak 217 

Perusahaan Pembiayaan dengao 1.544 kantor cabang yang tersebar di selurnh Indonesia. 

Kinerja perusahaan pembillyaan semakin menunjukan peningkatan. Hal ini terlihat dari 

'' Keputusan Preslden Republik Indonesia Nom<lr 61 Tahool988 lentang Lembaga Pembiayaan 
m Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4691XMK.OI7/1995 jo. Keputusan Menteri 
Keuangan Rcpublik Indonesia Noroor S41KMK.01212006 
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peningkatan total asset dari perusahaan pembiayaan tersebut. Hingga akhir 2007, total 

asset perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 16,9% dibandingkan 

dengan tabun 2006, yaitu sebesar I 08,9 triliun menjadi 127,3 triliun. Sementara nilai 

kegiatl!n pembiayaan meningkat sebesar 16.1% dari Rp. 92,8 triliun mefliadi 107,7 

triliun dengan pero1eben laba tabun beljalan sarnpai dengan akhir 2007 sebesar Rp.4,4 
...,,. 61 
u 1 1un. 

Tabell 

Pcrkembangan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan62 

Rincian Posisi (Triliun Rupiah) Perkembangan (%) 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Jumlah Perusahaan 237 236 214 217 -{1,8 -0,4 -9,3 1,4 

(satuan) 
-

Jumlah asset 78,9 96,5 108,9 127,3 57.5 22,3 12,8 16,9 

Kegiatan pembiayaan 87,1 102,5 92,8 107,7 44,4 17,7 ·9.4 16,1 
-~-
• Sewa Guna Usaha 17,2 32,0 26,4 36,5 60,7 86,0 -17,4 38,3 

• Anjak Piutang 2,0 3,0 3,8 2,2 -75,0 50,0 27,6 -42,1 

• Usaha Kartu Kredit 0,049 1,5 0,04 1,4 51,0 2.961,2 97,3 34,0 
---· 

• Pemb, Konsumen 67,8 66,0 62,5 67,6 63,3 -2,7 -5,2 8,2 
.. ·----

Pinjaman 48,9 61,1 65,2 76,8 55,2 24,9 6,7 17,8 

• Dalarn Negari 24,1 29,7 33,2 40,5 33,1 23,2 11,8 21,9 

• Luar Negeti 24,8 31,4 32,0 36,3 85,1 26,6 1,9 13,4 

Obligasi 8,9 10,2 10,1 12,8 122,5 14,6 -1,1 26,7 

Modal Disetor 10,5 12,5 13,8 14,7 19,3 19,0 10,6 6,5 

1:iiha .. 
(Rugi) Tahun 3,0 3,5 3,1 4,4 57,9 16,7 -42,8 38, 7 

Berjalan 

Namun, bila kita melihat pada sumber pendanaan perusahaan pembiayaan, maka 

hingga akhfr Desember 2007. s.umber utarna pendanaan Perusahaan Pembiayaan berasal 

fd Bapepam-LK, Annual Report 2007 Re[ormasi Birokrasi streamlining Process und Procedure, hlm, 53 
62 Ibid, hlm. 53 

Universftas Indonesia Non-independent..., Richi Aprian, FH UI, 2009



36 

dari pinjaman bank dalam negeri, yakni sebesar 24%. Untuk sumber pendanaan di luar 

perbankan meliputi pinjaman lainnya termasuk pinjaman subordinasi sebesar 9%, 

Obligasi sebesar I 0% dan Modal sebesar 19%. Sedangkan swnber dana yang berhasil 

perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rpl8,4 triliun atau naik 16,9% 

dibandingkan dengan akhir Ulhun 2006. Peningkatan sumber dana tersebut beresaJ dari 

pinjaman, obligasi, dan setoran modal. Pinjaman bank yang diperoleb dari dalam negeri 

meningkat sebesar 19, I% dan pinjaman bank yang diperoleh dari luar negeri mengalami 

peningkatan sebesar 19,&% dan pinjarnan lalnnya diluar bank yang diterima dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri masing-masing mengalarni peningkatan sebesar 8,6% 

dan 4,3%, sementara sumber pendanaan dari penerbitan obligasl meningkat sebesar 27,7 

%. Peningkatan nilai obligasi ini menunjukan bahwa perusahaan pembiayaan dapat 

memanfaatkan altematif sumber dana di luar perbankan. Sedangkan peningkatan 

sumber pendanaan dari modal meningkat sebesar 29,6%. 

Tabel2 

Perkembangan Dan Penggunaan Somber Dana Perusahaan Pembiayaao63 

runcian Posisi (Triliun Rupieb) Perkembangan (%) 

2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Surnber Dana: 78.9 96.5 108.9 127.3 22.3% 12JI% 16.9% 
_ .. ~----

• Pinjaman Bank 39.4 49.2 55.0 65.7 24,9% 11.8% 19.5% 

~ Da!am Negeri 2G.8 25.0 29.8 35.5 20.2% f9.2% !9".1% 

~ Luar Negeri 18.6 24.2 25.2 30.2 30.1% 4.1% 19.8% 

• Pinjaman Lainnyal) 9.5 11.9 lOA I 11.1 25J% -12.6 6.7% 

- Dalarn Negeri 3J 4.7 3.5 3.8 42.4% ~.5% 8.6% 

- Luar Negeri 6.2 7.2 7.0 7.3 16.1% -2.8% 4.3% 

Ohligasi 8.9 J0,2 10.1 12.9 14.6% -LO% 27.7% 

Modal 10.7 1!.7 18.9 24.5 9.3% 61.5% 29.6% 
···- -

Lain-lain 10.4 13.5 14.5 13.1 29.8% 7.4% -9.7% 

Penggunaan Dana: 78,9 96.5 108.9 127.3 22.3% 12.8% 16.91'/o 

• Pembiayaan 53.9 67.6 93.1 107.7 25A% 37.7"/i 15.7% 

6J Ibid, hlm.54 
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~an pada Bank 3.0 3.2 2.9 6.1 6.7% 110.3% -9.4% 

yertaan 0.1 0.1 0.1 Q.l 0.0% 0.0'% 0.0% 

• Lain-lain 21.9 25.6 12.8 13.4 16.9% ·50.0% 4.7% 

Dari sisi penggunaan dana, kornposisinya tidak mengaJami perubahan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dirnana sebegian besar dana perosahaan 

parnbiayaan disalurkan dalarn bentuk kegiatan pernbiayaan yaitu sebcsar Rp. 107,7 

triliun atau sebesar 85% dari total dana yaug dimiliki. Sedangkan bila dilihat dari 

kolektibilitasnya, kualitas aktiva produktif perusahaan pembiayaan untuk kegiatan 

pembiayaan yang terdiri dari sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit pada kategori 

lanear menunjukan perkembangan yang membaik bila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya dan hanya pada pembiayaan konsumen yang mengalami penuronan. Padn 

tahun 2007, kualitas aktiva produktif untuk pembiayaan sewa guna usaha dan 

pembiayaan konsumen tercatat sebeagai persentase terbesar pada kategori "lancar". 

Sedangkan untuk anjak: piutang, kualitas aktivanya tercatat sebagai persentase terbesar 

pada kategori kredit macet. 

Kegiatan 

Sewa Guna Usaha 
-··· 

Al1jak Piutang 

Kartu Kredit 

Pemb. K.onsumen 

Ket: 

L 

D 

M 

&(Ibid, hlm 55 

Tabel3 

Perkembangan Kua1itas Aktiva Produktir'4 

L 

93,8 

77,3 

90,9 

99,5 

2005 

D M 

0,7 5,5 

3,6 19,1 

4,5 4,6 

0,1 0,4 

Lancar 

Diragukan 

Macet 

2006 

L D 

96,97 0,54 
-----·--

76,36 2,42 

9{),81 4,05 

98,15 0,6! 

2007 

M L D M 

2,49 97,09 0,62 2,29 

18,91 84,08 4,15 11,77 

5,14 93,02 3,24 3,74 

1,24 97,28 !,15 1,57 
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Semaldn berkembangnya jumlah perusahaan pembiayaan ini,merupakan suatu 

bukti bahwa sektor usaha ini sangat diminati oleh pe!aku usaha di Indonesia. Sehingga 

pada 29 september 2006, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan 

keputusannya No 84/PMK.01212006 tentang perusahaan pembiayaan. Dan beberapa 

peraturan lain yang mengatur dan melandari kegiatan perusahaan pembiayaan pada 

umumnya di Indonesi~ yaitu : 

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 

Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan 

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.01311988 

tanggal 20 Desember 1988 tentang ketcntuan dan lata cara pelaksanaan 

Lembaga Pcmbiayaan 

c. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor l251/KMK.OOOII989 

tanggal 8 November 1989 tentang perubahan ketentuan mengenai Perusabean 

Perdagangan Sural Berharga dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang 

ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan 

d. Keputusan menteri keuangan Republlk Indonesia Nomor 1169/KMK.OI/199! 

tentang kegiatan uasing, pada tanggal tanggal 27 November 1991 

e. Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia 

No. SE-29/PJ.421!992 tentang perlakuan pajak pengehasilan terhadap kegiatan 

Leasing, pada tanggal 19 Desember 1992 

f. Sural Edaran Direktur Jenderal Pajak Depertemen Keuangan Republik Indonesia 

No SE-IO/PJ.42/1994 tanggal 22 lvlaret 1994 tentang perlakuan pajak 

pengbasilan dan pejak pertambahan nilai terhadap petjanjian Leasing dengan 

Hak Opsi yang beeakhir Menjadi lebih singkat dari masa Leasing yang 

disyaratkan dalam pasal 3 keputusan menteri keuangan Nomor. 

1169/KMKOl/1991 

g. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 603/KMK.04/I 994, 

tanggal 21 Desernber 1994 tentang besarnya angsuran pajak pengbasilan dalam 

Tahun pajak betjalan yang harus dibayar bagi wajib pajak barn, bank, Leasing 

dengan hak opsi, badan usaha milik negara dan badan usaba milik daerah 
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h. Keputusan Menteri Kellll!lgan Republik Indonesia nomor 801KMK.0411995 

tanggal 6 febuari 1995 tentang Besamya Dana Cadangan yang Boleh 

dikurangkan sebagai biaya 

1. Surat Edaran Direktorat Jendernl Pajak Departmen Ke\lllllgan Republik 

Indonesia Nomor SE-311PJ.411995 tanggal 21 Juni !995 tentang Besamya 

Pembayaran Pph pasal 25 yang harus dibayar Wajib Pajak Baru, bank Leasing 

dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 

J. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen Keuangan Republik 

Indonesia Nomor S-1331PJ.331!995 tanggal 11 September !995 tentang Pajak 

Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Banganan Berkaitan 

Dengan Transaksi Financing Leasing 

k. Sura! Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departmen Keuangan Repnblik 

Indonesia No.SE·341PJ.53/!995 tanggal I I Agustus 1995 tentang perlakllll!l 

PPN atas Jasa Pembiayaan Konsurnen, Kartu Kredit , dan Kartu Debit 

I. Sural Edaran Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Republik Indonesia 

Departemen Kellll!lgan Republik Indonesia Nomor SB-1078/LK/1996 tanggal27 

Febuari 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelapnran dan Sanks! bagi 

perusahaan pembiayaan 

m. Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 4481KMK.01712000 

tentang perusahaan pembi.ayaan, pada tanggal 27 Oktober 2000 

n. Keputusan Menteri Kenangan Republik Indonesia No 1721K.MK.06/2002 

tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan No 448/KMK.OI712000 

tentang perusahaan pembiayaan, pada tanggal 23 april2002 

o. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No !85/KMK.0612002 

tentang penghentian pemberian izin u.saha perusahaan pembiayaan, peda tanggal 

24 april 2002 

p. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 45/KMK.0612003 tentang 

penerapan prinsip pengenalan nasabah bagi lembaga keuangan non bank tanggal 

30 Januari 2003 
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q. Sural Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 2833/LK/2003 

tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip 

Pengenalan Nasabah 

r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 841PMK.OI2/2006 tentang 

perusahaan pembiayaan, pada tanggal 29 september 2006 

2.2. Pengertiau Non-Independent LeiiSing Company 

Sebelwn kita mencari pengertian mengenai Non-Independent Leasing Company, 

maka terlebih dahulu klta akan mencari pengertian mengenai Leasing itu sendiri~ 

Leasing berasal dari kala dasar "lease" dalam Bahasa lngris yang berarti 

"menyewakan", Setelah lernbaga pembiayaan leasing ini mengalami perkembangan 

yang pesat, maka banyak srujana mencoba untuk mengalihkan istilah Leasing ke dalam 

bahasa nasional lainnya. Negara Belanda memberikan tetjemahan atas Financial Lease 

sebagai Huurfinanciering atau Financieringshuur, Di Belgia dikenal dengan istilah 

Explotatieve Huur untuk Operational Leasing. Dan di Jerman digunakao istilah 

Mitjinanzierung sebagai terjernahan dari Financial Lease, 

Glenn L. Johnson dan James A Gentry J<. Mengemuknkan bahwa ; 

~~A lease is a contractual agreement whereby the lessor (ownerrentor)grants 

rights to the lessee (tennant) to use real or personal property for a special 

period of time in return for compensation, mually in the form of specified 

periodic cash payments (rents). Because the lease is a contract between the 

lessor and lessee, it can widely. depending on the lease provisions agreed 

upon"65 

Berdasarkan pengertian diams dapal dikall!kan bahwa leasing adalah suatu perjanjian 

yang memberikan bek menggunakan suatu barang oleh pemilik {lessor} kepada pemakai 

{lessee) dengan imbalan jasa kepada pemilik berang dalam bentuk pembayaranan seeara 

tunal dalam jangka waktu tertentu secara berkala yang syaratnya sangat bervariasi, 

tergantung pada ketentuan yang disepekati bersama. 

Menurut Equipment Leasing Association, Inggris, Leasing diartikan sebagai: 

63 OJen L. Johnson and Jamens A. Genuy JR. Finney and Mmer•s. Principles Of Accounting 
Intermediate.. Seventh Edition, Prentice Hall Int., Engle Wood Cliffs. New Jersey, Charles B. Tuttle 
Company Tokyo, hlm 203 
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" A Lease is a contract between a lessor and lessee for hire of spcific asset 

selected grom a manufacturer or vendor of such asset by the Jessee. The lessor 

retrains ownership of the asset, the lessee possesion and use the asset of 

payment ofspecific retals over period"66 

Di Indonesia, terdapat beberapa sarjana yang mencoba mentetjemahkan kata 

Lease kedalam Bahasa lndonesia. Rochm.at Soemitro menyebutkan lease :sebagai sewa 

barang dcngan hak opsi67 
.• Sedangkan R. Subekti menyatakan bahwa Leasing adalah 

tidak lain daripada perjanjian sewaMmenyewa, dimana Lessor yang sering merupakan 

suatu perusahaan termasuk sevice pemeliharaan dan lain-lain untuk jangka waktu 

tertentu". Sedangkan bila kita melihat pada Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 84/PMK. 01212006 tentang Perusahaan Pembiayaan menjelaskan 

bahwa; 

«Leasing (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 

modal baik secara Leasing dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Leasing 

tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha 

(lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara 

angsuran"69 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka yang menjadi unsur dari Leasing adalah: 

a. Kegiatan pembiayaan barang modal. atau objek pembiayaan harus berbentuk 

barang modal yaitu setiap aktiva tetap dan berwujud, termasuk tanab sepanjang 

diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan dan merupakan satu 

kesatuan kepemilikan yang mempunyai rnasa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 

dan digunakan secara langsung untnk rnenghasilkan atau meningkatkan atau 

memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lessee 

60 T.M Clark, Leasing, Me. Graw Hill BooK Company, UK Ltd. 1978 him 57-58 
61 Rochmat Soemitro, Leasing DiJinjau Dari Segi Hukum Perpajakcm di lndcnesia. Makalah Pada 
Diskusi Panel Leasi11g eli Bandung, 5 April 1986. him 1. 
Ml R. Subekti, Aneka Perjanjlcm, Penerbit; Ahmmi. Cetakan ke-6, Bandung, 1984, hJm 55 
69 Keputusan Menteri Kemmgan Rl No. 84/KMK.Ol212006, Op.cit, pasall 
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b. Transaksi leasing dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu transaksi leasing 

dengan hak opsi (Finance Lease) maupun tanpa hak opsi (Operating [.ease) 

c. Digunakan oleh lessee dari lessor 

d. adanya jangka waktu tertentu 

e. Pembayaran seeara angsuran yang dapat dilakukan seeara bulanan, dua bulanan, 

tigs bulanan baik dimuka maupun di belakang yang disesuaikan dengan 

kesepakatan antara lessor dan lessee. 

Sedangkan para pihak yang tersangkut dalam peljanjian leasing terdiri dari70
: 

a. Lessor 

Adalah pihak yang menyewakan baeang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. 

Terkadang disebutjuga sebagai investor, equity~holder, owner-participants atau 

juga truster.owner 

b. Lessee 

Adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa baik 

yang rnerniliki maupun tidak memiliki hak opsi 

c. Kredilur 

Atau lender atau disebut juga Debt-holder atau loan participants dalam transaksi 

leasing. Bentuk umumnya herupa Bank. insurance company, dan trust 

d. Supplier 

Adalah penjual dan pemilik barang yang dileasingkan, dapat terdiri dari 

perusahan yang berda didalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat diluar 

negeri. 

Untuk. memberikan gambaran yang lebih mengena[ transaksi leasing, berlkut akan 

dikemukakan beberapa bentuk transaksi perdagangan yang harnpir sama dengan 

transaksi leasing yaitu; 

a. Sewa Beli ( Hire Purchase) 

Dalam transaksi ini penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan 

perjanjian bahwa harga barang yang akan dilunasi dalarn beberapa cicilan dalam 

waktu tertentu, sesuai dengan yang telah disepakati. Barang diserahkan oleh 

penjual kepada pembeli pada waktu peljanjai ditandatangai, alam tetapi hak 

70 Achrnad Anwari,leasing di Indonesia, Gha1ia Indonesia, Jakarta 1986. hlm.lO~ 11 
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milik alas barnng bani akan berpindah dari penjual kepada pembeli manakala 

cicilan pembayaran yang terakhir telah direrima oleh penjual. 

Dengan demikian maka selama dcilan belum dilunasi, pembeli hanya 

merupakan pemakai barang tersebut saja, sedangkan pemiliknya tetaplah pada 

penjual yang juga menanggung segala risiko alas barang tersebut. Pembeli tidak 

memiliki hak opsi seperti dalam leasing, sebab hak milik atas barnng yang 

bersangkutan akan berpindah dengan sendirinya kepada pembeli jika telah 

dibayar lunas cicilan terakhimyan 

b. Jual Beli Dengan Angsuran (Instalment Sale) 

Dalrun transaksi )nl penjual menjual barangnya dengan cara menerima pelunasan 

harga pembayaran yang te!ah disepakati dalam peljanjian. Hak milik atas barang 

akan beralih sekaligus dari penjual kepeda pembeli pada saat barang diserabkan. 

DaJam petjanjian jua1 beli semacam irli~ yang juga merupakan suatu variasi dari 

peljanjian jual beli biasa, hak milik atas barang berpindah pada saat peljanjian 

ditandatangani dan barang discrahkan olen penjual kepada pembeli, walaupun 

pembayaran harganya ma.~ih beium lunas. Harga atau sisa dari harga yang masih 

belum dibayar merupakan utang dari pembeli. Setelah menerima barang 

tersebu~ pembeli menanggung risiko alas barang dan juga berhak untuk 

mengalihkan atau rnenjual barang itu kepada pihak lainnya. 

c. Jual Beli Dengan Hak Beli Kembali 

Dalarn transaksi ini penjual berhak membeli kembali barang yang telah 

dijualnya dengan rnengembalikan harga pembelian, ditambah dengan biaya yang 

telah dikeluarkan olah pembeli untuk melakukan pembelian serta ongkos 

penyerahan barang, biaya untuk perbaikan dan biaya pengeluaran yang telah 

menyebabkan barang itu menjadi bertambah nilain)'l!. Selama penjaualan 

kembali kepada pemilik semula belum dilakukan, barnng tetap menjadi milik 

pembe!L 

d. Sewa (Renting) 

Dalam transaksi ini, hak milik barang tetap bereda pada pihak yang 

menyewakan, sedangkan penyewa banya memiliki hak untuk manikmati barang 

11 Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.J4/KPIII/80, tanggall Febuari 1980 

Universitas- Indonesia 
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tersebut selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar secara 

berkala uang sewa yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyewa sama sekali 

tidak memiliki hak opsi pada saat berakhimya peojanjian. 

Dan bila ki!a melihat dari bentuk perusahaan Leasing maka ki!a akan mengenal 

dua bentuk perusahaan leasing yaitu72
: 

a. independent Leasing Company 

Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu Suplier barang modal 

sehingga dalampembiayaan barang modal yang dilakukannya dapat beragam 

(tidak terfokus pada satu merck barang modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai 

merek maupun jenisnya). 

b. Non~lndependenl Leasing Company 

Perusahaan yang mempunyai hubungan langsnng dengan Suplier barang modal, 

dimana pendirian perusahaan Leasing untuk meningkatkan penjualan barang 

modal yang dijual oleh Suplier yang bcrsangkutan. Contohnya Suplier mobil, 

untuk meningkatkan volume pef\iualan mobil mendirikan perusahaan Leasing 

untuk memmjang penjualan mobil secara non-tunai yang dilakukannya. 

Berdasarkan pengertian diatas, Non-Independent leasing Company dapat 

berbentuk anak perusahaan dari perusahaan Suplier barang modal itu sendiri sehingga 

memHikl kcterkaitan yang sangat dekat dengan Suplier barang modal. 

2.3. Transaksi Leasing Dan Tata Cara Pelaksanaan Transaksi Non~lndependent 

Leasing Company 

Transaksi yang dilakukan oleh Non-independent/easing company pada dasamya 

sama dengan transaksi yang d.ilakukan oleh Independent Leasing Company dan atau 

leasing pada. umumnya. Adapun transaksi leasing pada prinsipnya dapat terbagl menjadi 

4 (empat) jenis, yaitu; 

a. Financial Lease 

Dalamfinancial lease, perusahaan leasing (lessor) adalah pihak yang membiayai 

barang modal yang dibutuhkan oleh penyewa (lessee). Lessee memilih barang 

modal yang dibutubkan dan atas nama lessor melakukan pemesanan, 

n Budi Rachmat, Op.cit, htm. 69 
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pemetiksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi 

leasing tersebut. Selama masa leasing, lessee melakukan pembayaran secara 

berkala dimana total seluruh pembiayaan ditambah dengan nilai sisa akan 

mencakup pengemhalian harga perolehan dari barang modal yang dibiayai serta 

modalnya yang meupakan pendapatan dari perusahaan leasing (lessor). 

b. Operating Lease 

Perusahaan leasing membeli barang modal dan selanjutnya di-/easing-kan 

kepada lessee. Berbeda denganfinance lease dlmanajumlah pembayaran leasing 

secara harkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. 

Dalam perusahaan leasing. Maka dalam operating lease membutuhkan keahlian 

khusus dari lessor untuk memelihara serta memasarkan kemba1i barang yang di­

leasing-kan dimana lessor hertanggung jawab atas biaya pelaksanaan leasing 

scperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barnng modal yang bersangkutan. 

c. Sales-Typed Lease 

Sales-typed lease adalah salah satu bentuk transaksi leasing, dimana Suplier juga 

berperansebagai perusahaan leasing, sehinggajumlah transaksi tennasuk bagian 

laba sudah diperhitungkan olen Suplier. Di Indonesia, lessor yang rnempunyai 

fungsi ganda ini tidak diperkenankan oleh Departemen Keuangan Republik 

Indonesia. 

d. Leveraged Lease 

Leveraged lease adalah suatu transaksi leasing, yang tidak hanya melibatkan 

lessor dan lessee tetapi juga melihatkan bank/ kreditor jangka panjang yang 

membiayai bagian terbesar dalam transaksi. 

Dari keempat jenis ttansaksi diatas. hanya financial lease dan operating lease 

yang hanyak dilakukan di Indonesia, Dalam pasal 3 ayat 1 Sural keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 84!KMK.Ol2/2006 rentang Kegiatan Leasing 

telah diatur kriteria pengelompokan transaksi Leasing yang terbagi k:edai.am Finance 

Lease Dan Operating Lease. 

Finance Lease adalah suatu transaksi Leasing yang memiliki hak opsi yaitu hak 

penyewa guna usaha untuk membeli barang modal yang di Leasingkan atau 
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memperpanjang jangka waktu peijanjian Leasing. Finance Lease memiliki kriteria 

sebagai berikut yaitu: 

a. Penyewa Leasing memiliki hak opsi untuk mernbeli aktiva yang diLeasing paa 

akhir masa Lea.sing dengan harga yang telah disetqjui bersama pada saat 

perjanjian Leasing dimulai 

b. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah 

dengan nilai sisa mencakup pengernbalian harga perolehan barang modal yang 

disewagunausahakan serta bunganya, sebagai keuntungan perusabaan Leasing 

(full payout/ease) 

c. Masa Leasing ditelapkan sekurang-kurangnya 2(dua) labun untuk barang modal 

Golongan I, dan 3(tiga) labun untuk barang modal golongan II dan III dan 7 

tahun untuk golongan bangunan 

Ketentuang penggolongan jenis barang modal, ditetapkan berdasarkan pasal 11 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 rentang Pajak Penghasilan yang kemudian diatur 

oleh Sura! Keputusan Menterl Keuangan No. 961/KMK.041!983 dan Sura! Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 8261KMK.04/1984 tentang Penentuan Jenis Harta dalam 

Masing-masing Go!ongan Untuk Keper!uan Menghitung Penghasi!an Kena Pajak dan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang­

undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasi!an. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakn bahwa ciri·dri dari transaksi Finance 

Lease nda!ah: 

a. Kepemilikan barang modal berada pada lessor sarnpai dilaksanakannya hak opsi 

beli barang modal diakhir kontrak sesuai dengan ni!ai sisanya (residual value). 

b. Barnng Modal yang dibiayai bL'ia da!am bentuk benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak. 

c. Jangka waktu Leasing sama dengan urnur ekonomis atauptm hampir sama 

dengan umur ekonomis dari barang modal 

d. Jumlah Lease Payment adalah nilai perolehan barang modal ditambah dengan 

spread margin serta biayan lainnya 

e. Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhirl kontrak perjanjian, sepanjang 

tidak ada kesepakatan antara lessor dan lessee 
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f pemeliharaan barang modal dilakukan oleh lessee 

g. lessor tidak boleh menyusutkan barang modal 

h. Angsuran lease bukan Objek PPN dan PPh pasal23 

Operating Lease adalah tran.'iaksi Leasing tanpa adanya hak: opsi dimana 

t.ra.nsaksi ini memenuhi kriteria-kriteria, yaitu: 

a. Jumlah pembayaran leasing se1ama masa leasing pertama, tidak dnpat menutupi 

harga perolehan barang modal yang dl-leasing-kan ditambah keuntungan yang 

diperhitungkan oleh Lessor. 

b. Perjanjian leasing tidak mcmuat ketentuan mengenai adanya hak opsi bagi 

lessee. Untuk rnengetahui penggolongan barang modal seperti tercantum dalam 

ketentuan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Talnm 1983 tentang Pajak 

Penghasilanjo. Undang-Undang Nomor 36 Tehun 2008. 

c. lessor rnenanggung biaya pemeliharaan barang modal sehingga. lessor 

menanggung risiko ekonomi dan rlsiko keuangan barang modal 

d. hak kepemilikan berada pada lessor sehingga lessor dapat melakukan 

penyusutan barang modal dan merupakan Objek PPN dan PPh pasal 23 

e. Pada Akhir masa kontrnk, lessee harus mengembalikan barang modal kepada 

lessor 

K.riteria dala,rn Leasing haruslah dicennati dengan baik antara lessor dan lessee 

sebelum mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian leasing. Karena petjanjain 

Operating Lease dan Financial Lease memiliki implikasi perpajakan dan akuntansi 

yang berbeda. Sebagai contoh; untuk barang modal golongan II yang seharusoya 

dibiayai minimal 3 (tiga) tehun, kemudian oleh lessor dibiayaai hanya 2 (dua) tehun 

maka dengan kondisi ini mengakibatkan perjanjian financial lease berubah menjadi 

operating lease. 

Til!l1saksifinance lease dan operating lease inl dapat dilakukan dalam 3 (tiga) 

bentuk pembiayaan yaitu73
: 

a. Direct Financing Lease 

Da1am bentuk inl, lessee belum pemeh memiliki barang modal yang akan 

menjadi objek pembiayaan leasing. Dengan demikian, lessor atas nama Jessee 

13 Ibid, him 64-69 
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akan rnembeli barang modal tersebut secam Jangsung kepada supplier dengan 

menggtmakan nama lessor sebaga.i pemilik barnng modal. Adapun mekanisrne 

dari direcl financing lease. yaitu: 

MEKANISME TRANSAKSI DIRECT FINANCE LEASE 

161 
LESSOR 

f3l 
l2 5 

-
PERS.ASURANSI 

~ ~ 
- SUPPLER 

8 
-

LESSEE ~ 

Keterangan: 

I. penandatanganan kontrak leasing antara lessor dan lessee 

2. penerimaan pembayaran pertama dari lessee, yang berupa: 

a. security deposit 

b. pembayaran lease pertarna, jika in advance 

c. biaya administrasi 

d. premi asuransi tahun pertama 

e. pembayaran pertama Jainnya jika ada 

3. pemesanan barang modal kepada Supplier 

4. pengiriman barang modal ke alamat lessee 

5. Lessor melakukan pembayaran kepada supplier 

6. kontrak penutupan asurnnsi 

7. pembayaran premi asuransi 
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8. pembayarnn lease bulanan 

b. Sale and Lease Back 

Dalam transaksi sale and lease back, lessee secara fakta telah .memiliki barang 

modal sehingga dalam mengadakan transaksi ini, lessor harus mengadakan 

transaksi jual beli dengan lessor dan pada saat yang sama ditandatangani 

peqanjian leasing. 

Di Indonesia, Sale and lease back dapat teljadi dengan dua bentuk yaitu 

technical sale and lease back dan true sale and lease back Adapun mekanisme 

sale and lease back, yaitu sebagai berikut; 

MEKANISME TRANSAKSI SALE AND LEASE BACK 

LESSEE 

SUPPLIER 

PERS.ASURANSI 

- ,- -
~ 

-
I 3 4 7 

'-- '-- - -
- :---

LESSOR 
6 2 

-

Keterangan: 

1. juaJ beli barang modai dari Jessee kepada lessor 

2. penutupan kontrak asuransi 

3. lessor melakukan pembayaran kepada lessee sesuai dengan kontrak jual 

beli 

4. penan<iatanganan kontrak leasing antara lessor dan lessee 

5. lessee melakukan pembayaran pertama yang berupa 

a. security deposit 
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b. pembayaran lease pertama 

c. biaya administrasi 

d. Premi asuransi tatum pertama 

e. Pembayaran pertama lainnya, jika ada 

6. pembayaran premi asuransi 

7. pembayaran lease bulanan dari lessee kepada lessor 

c. Syndicalion Lease 

Lessor seringkali tidak ingin mengambil risiko atas seluruh transaksi yang 

dibiayainya, oleh karena itu lessor berbagi risiko dengan lessor lainnya. Untuk 

berkomunikasi antara lessor maka sa!ah satu lessor akan dijadikan sebagai lead 

syndicator. 

MEKANJSME TRANSAKSJ SYNDICATION LEASE 

LESSOR LESSOR LESSOR 

[6] 
LEAD LESSOR f3l 

[j [j 
~ ~ Q: SUPPLIER 

ASURANSI 

LESSEE f41 I 

Keterangan; 

I. Penandatanganan kontrak leasing antara lessee dengan beberapa lessor 

dengan kordinasi oieh lead syndicator 

2. Penerimaan pembayaran pertama dari lessee, yaitu; 

a. Security deposit 

b. Pembayaran lease pertama 
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c. Biaya administrasi 

d. Premi asuransi tahun pertama 

e. Biaya notaris 

f. Pernbayaran pertama,jika ada 

3. Pemesanan barang modal kepada Supplier 

4. pengiriman barang modal ke alamat lessee 

5. lessor me1akukan pembayaran kepada supplier 

6. kontrak penutupan asuransi 

7. pembayaran premi asuransi 

8. pembayaran lessee bu1anan kepada lessor 

Pada prinsipnya syndication lease hampir sama dengan direct financing lease 

dan sale and lease back namun yang membedaknnnya hanya herupa jumlah dari lessor 

dan ditunjuk salah satu lessor yang bertindak sebagai lead syndicator yang akan 

mengatur selw-uh anggota sindikasi~ yaitu cukup berhubungan dengan leas syndicator. 

Selain 3 (tiga) cara tersebut diatas. lessor dan lessee dapat melakukan transaksi 

direct finance lease dengan cara yaitu: 

a. Club Deal yaitu dimana terdapat beberapa lessor yang membiayai lessee, 

dimana masing-masing lessor dan Jesse membuat perjanjian leasing sendirJ~ 

sendiri dengan objek yang berbeda-beda, tetapi dengan syarat dan kondisi 

pembayaran yang sama antara satu lessor dengan lessor yang lain dengan tujuan 

untuk membagi risiko antara lessor. 

b. Vendor Program yaitu ketjasama pembiayaan antara lessor dengan supplier 

barang modal dalam satu paket pernbiayaan, misalkan dealer mobil apabila 

penjualannya dilakukan secara kredit maka pembiayaannya otomatis dibiayai 

oleh lessor. Supplier dapat menjadi penjamin atas pambiayaan yang dilakukan 

oleh lessor (avalis) sedangkan non-avalis, supplier tidak melakukan penjaminan 

yang diherikan olelt supplier dapat berupa jarninan atas pembayaran dan/atau 

jaminan untuk membeli kembali barang modal yang dibiayai oleh lessor. 

Universitas Indonesia Non-independent..., Richi Aprian, FH UI, 2009



52 

2.4. Pengawasan Terhadap Non-Independent Leasing Company Oleh Bapepam­

Lk 

Perusahaan Pembiayaan yang mencakup antara lain Sewa Guna Usaha 

(Leasing), Anjak Piutang (Factoring), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), 

Kartu Kredit (Credit Card)", adalah industri yang sangat dinamis, kompleks, selalu 

berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi antara satu sektor 

dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupWl global. Karakteristik rersebut 

membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku di sektor jasa keuangan 

hams mampu beradaptasi dengan perubahan yang teljadi dan regulator hams pula 

mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut 

Selain ltu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa 

keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak: hanya pasar modal tetapi juga 

perusahaan asuransi, dana pension dan Lembaga Pembiayaan lainnya termasuk 

perbankan oleh beberapa negara selama satu dekade terakhlr~ menjadi pemicu bagi 

regulator untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebagai gambaran alas 

kondisi yang berlaku di beberapa negara, jika sebelumnya institusi pengawas pasar 

modal dilakukan oleh institusi khusus pengawas pasar modal, maka saat ini pengawasan 

dilakukan oleh suatu institusi pengawas terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan 

sektor keuangan. 

lnstitusi pengawasan terpadu ini dibentuk denga.n maksud untuk menciptakan 

lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, 

asuransi serta lernbaga keuangan lainnya, Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi 

tingkat risiko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya universal product, 

meningkatkan lcepercayaan pasar. perlindungan konsumen, transparansi~ standar praktik 

bisnis keuangan, dan mengurangi kejahahm di bidang keuangan. 

GBHN 1999-2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan 

tersebut, bahwa dalarn rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan 

efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang 

pasar modal dan lembaga keuangan. Lebih hmjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (I) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang 

74 Keputusan Menteri Keuangan Rep11blik lndones:ia No 841KMK.012/2006, Loc.cit 
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Nomor 3 Tahun 2004 tenlang Bank Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri 

jasa keuangan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang 

independen 75 

Dalam pasal 36 ayat (I) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nom or 

84/l<MK.OJ2/2006 Tenlang Perusahaan Pernbiayaan menyalakan bahwa Menteri 

keuangan berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan 

pembiayaan dalam bantuk pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun tiduk 

langsung. 76 

Dalam Road Map Departemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah 

d!canangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang 

merupakan langkah awaJ untuk membentuk: suatu pengawas jasa keuangan yang 

terintegrasi. Penggahungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat 

Jendera! Lembaga Keuangan (DJLK) merupakan persiapan da!am rangka pembentukan 

institusi dirnaksud. 

Struktur Organisasi Bapeparn dan Lembaga Keuangan Berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Rl Nomor KMK 606/KMK.Ol./2005 langgal 30 Desember 2005 

tenlang Organisasi dan Tata KeJja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit 

eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu 

organ.isasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan). 

Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan 

mengawasi sehari-hari kegiatan pasa.r modal serta merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan dan standardi.sasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturnn 

perundang-undangan yang ber!aku. Dalarn melaksanakan tugas tersebut Bapeparn dan 

Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal; 

b. Penegakan peraturan di bidang pasar modal; 

"Undang-Undang Nomor 3 Talrun 2004 tentang Bank lndonesia. pasal34 ayat {I) 
76 Keputusan Menteri No 84 Nomor 84/Pmk.O l211006, Op.cit. Pasal36 
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c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, 

persetujuan, pcndaftaran dari Badan dan pihak lain yang hergerak di pasar 

modal; 

d. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan 

Publik; 

e. Penyelesaian keheratan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh 

Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian; 

f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pcsar modal; 

g. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; 

h. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan~ sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 

i. Perurnusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga 

keuangan; 

j. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; 

k. Pelaksanaan tala usaha Badan. 

Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai 

eselon I dan membawahi 12 unit eselon ll (1 Sekretariat dan 11 Biro Teknis}, dimana 

lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensitm, 

perasuransian,. perbankan dan usaha jasa pembiayaa.n serta modal ventura. 

Penggabungan ini mencerminkan respon dan langkah awal Departemen Keuangan atas 

semakin terintegraslnya industri jasa keuangan. 

Dalarn perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pasar 

modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang tinggi terutama terkait dengan 

peran strategis pasar modal dan lembaga keuangan dalam perekonomian nasional serla 

kerja sama intemasional, Tuntutan perkembangan tersebut memerlukan peningkatan 

efektifitas sistem pembinaan dan peugawasan yang telah beljalan selama ini. Untuk 

lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan (compliance} 

temadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit-unit di lingkungan Bapepam dan 

Lembaga Keuangan serta memenuhi prinsip--pri.nsip Good Governance. strul'tur 
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organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan masih memerlukan adanya beberape 

penyempurnaan. 

Usulan penyempurnaan adalah dengan membentuk Biro Kepatuhan Internal 

(Internal" Compliance Bureau). Biro ini diharapkan dapat mengawasi secara internal 

pelaksanaan tugas pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan berdasarkan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing. membantu Ketua Badan mengawasi peiaksanaan 

pendelegasian wewenang dan proses pengambilan keputusan pimpinan Bapepam dan 

Lembaga Keuangan di bawahnya, serta untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip 

good governance, 

Biro Kepatuhan Internal akan bertanggung jawab lang sung kepada Ketua Badan 

dan dipimpin oleh pejabat eselon II, dan diharapkan menjadi compliance unit dan 

quality/performance assurance control terhadap output dari pelaksanaan tugas sehari­

hari Bapopam dan Lembaga Keuangan. Dengan terbentuknya biro ini, diharapkan 

bahwa terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melaknkan eksekusi tugas sehari-hari 

dan pihak yang melekukan pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dimaksud. 

Pertimhangan yang mendasari penyempurnaan tersebut antara lain adalah 

besarnya tanggung jawab Bapepam dan Lembaga Keuangan terbadap kepentingan 

nasional dan publik, luasnya rentang kendali (span of control) dari Ketua Bapepam dan 

Lcmbaga Keuangan, hampir semua Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga 

Keuangan berhuhunganlberhadapan langsung dengan pasar/industri (expose to market), 

tingginya potensi moral hazard di industri pasar modal dan lembaga keuangan, serta 

sifat pembinaan dan pengawasan (nature) yang berbeda antara industri pasar modal dan 

lembaga keuangan. 

Sebagsi gambaran, dalam pelaksanaan tugas sebari-bari, hampir seluruh biro 

dalam Bapepam dan Lembaga Keuangan berhubungan dan berinterdksi langsung 

dengan para pihak dan industri terkait, seperti dalam proses pendaftaran, persetujuan, 

pengesaban, perijinan. monitoring serta pengenaan sanksi. Hal ini membawa 

konsekuensi kepada para pegawai Bapepam dan tembaga Keuangan untuk memiliki 

integritas yang tinggi. Namun demikian, potensi terjadinya praktek -prektek korupsi, 

kolusi, nepotisme serta bahaya moral hazard tetap tinggi dan mernerlukan perhatian 

serius. 
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Selain itu, pelaksanaan fungsi pengembangan, pembinaan dan pengawasan 

dalam aspek pasar modal, perasuransian, dana pensiun) lembaga pembiayaan serta 

modal ventura mempunyai sifat (nature) yang berbeda. Pasar modal lebih diarahkan 

untuk memastikan bahwa aspek pengungkapan (aspek disclosure) telah rnemadai dan 

wajar, sedangkan industri perasuransian, dana pensiWl, lembaga pembiayaan dan modal 

ventura lebih ban yak menekankan kepada aspek kehati-hatian (prudential). 

Dengan demikian diharapkan bahwa rencana penyempumaan sttuktur organisasi 

Bapepam dan Lembaga Keuangan dapat mendukung perkembangan industri pasar 

modal dan sektor jasa keuangan, serta dapat menjadi instltusi pemerintah yang 

menerapkan qualify/peiformance assurance control unit. 

Bapepam-LK dalam rangka melaksanakan misinya yang meneiptakan iklim yang 

kondusif bagi pemsahaan dalarn memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalarn 

memilih altematif investasi pada lndustri Pasar Modal dan Jasa Kesungan Non Bank, 

melaksanakan visinya sebagai otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah 

dan profesional yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan iembaga keuangan 

non bank sebagai penggerak perekonomian nasionat yang tangguh dan berdaya saing 

secara global17, maka Bapepam-LK melakukan pembenahan strategis dalam lllllgka 

rnemberikan perHndungan kepada pemiJik modal dari lembaga keuangan, konsumen 

Lembaga Pembiayaan maupun pengguna jasa keuang~ dan masyarakat. Upaya yang 

dilakukan oleh Bapepam-LK berupa penerbitan dan penyempumaan regulasi serta 

peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum di industri jasa keuangao dan 

pasar modal. Disektor regulasi, pada tahun 2007 Bapeparn-LK menerbilkan 20 

peraturan baru dan menyempurnakan 7 peraturan lama.Bapepam-Lk juga berperan 

dalarn proses penerbitan 3 peratoran Menteri Keuangan Baru dan penyempumaan I 

peraturan Menteri Keuangan yang lama. 78 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.0!2/2006 tentang perusahaan 

pembiayaan memberikan aturan kepada perusabaan pembiayaan mengenai: 79 

a. Tala Cara Pendirian dan Modal 

71 Bapepam-U:, Annual Report 2007, Op.cit. him. 6 
18 lbid, hlm. I I 
19 Kepumsan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 841KMK.012!2006, Op.cit, 
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Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum perseoran terbatas 

atau koperasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum 

indonesia, muapun badan hukum asing dan warga negara Indonesia dan/atau 

badan hukum Indonesia deogan Modal disetor atau simpanan pokok. dan 

simpanan wajib dalam rangka pendirian peruaahaan pembiayaan telah ditetapkan 

sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dan Rp.50.000.000.000,· 

(lima pulub miliar rupiah) bagi koperasi. Pada saat pendirian, maka perusahaan 

pembiayaan mengajukan izin usaha kepada Menteri Keungan Republik 

Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan bila 

syarat~sya:rat pendirian perusahaan pembiayaan maka Menteri Keua.ngan 

Republik Indonesia akan mengeluarkan izin usaha yang berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dan berlaku selama perusahaan pembiayaan menjalrudran usahanya 

dan tidak dicabut izin usahanya. Pengaturan mengenai tala cara pendirian ini 

merupakan bentuk pengawasan dan penataan perusahaan pembiayaan yang 

paling pertarna dilakukan sehingga perusahaan pembiayaan yang didirikan 

merupakan perusahaan pembiayaan yang baik sehingga pernberian izin ini harus 

dipandang sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam 

melindungi kepentingan pemilik modal, perusahaan pembiayaan itu sendiri. 

pengguna jasa perusahaan pembiayaan, dan masyarakat. 

b. Kepemilikan dan Kepengurusan 

Kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya 

sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor. Bagi pemegang 

saham yang berbentuk badan hukum, maka jumlah penyertaan modal pada 

Perusahaan Pernbiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh 

perseratus) dari modal sendiri. Dalam hal badan huknm tersebut telah melakukan 

penyertaan, maka maksimurn penyertaan pada perusahaan pembiayaan setinggi­

tingginya 50% dari modal sendiri dikurangi dengan penyertaan yang telah 

dilakakan. Modal sendiri pemegang salJarn yang berbentuk hukum Perseroan 

Terbatas merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio sabarn, cadangan dan 

saldo laba/rugi. Modal sendiri pemegang saharn yang berbentuk hukum 

Koperasi merupakan penjurnlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana 
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cadangan, dan hibah. Modal sendiri pemegang saharn yang berbentuk hukum 

Yayasan adalah sebesar aktiva bersih yang terdiri dari Aktiva Bersih terikat 

secara pennanen, Aktiva Bersih terikat secara temporer, dan Aktiva Bersih tidak 

terikat. Namun ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi Dana Penstun, Bagi 

pemegang saham yang berbentuk hukum Dana Pensiun, jumlah penyertaan pada 

Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang 

investasi Dana Pensiun. 

c. Aturan Bila Perusahaan melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi 

Perbuatan Hukum bagi Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan Merger, 

Ak:uisisi, dan Konsolidasi wajib dilaporkan kepada Menteri selarnbat-Iambatnya 

15 (lima betas) hari setelah Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dilakukan. 

Kantor pusat dan Kantor Cabang dari Perusahaan Pembiayaan yang 

menggabungkan diri atau konsolidasi dapat diberlakukan sebagai Kantor Cabang 

Perusahaan Pernbiayaan hasil Merger atau basil Konsolidasi. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesuai dengan format 

dalam Lampiran VI wajib dilampiri dengan: 

, a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota; 

b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau diiaporkan kepada 

instansi berwenang dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; akta 

Merger atau akta Konsolidasi; 

c. data pemegang saha.rn, direksi, dan dewan komisaris atau anggota., 

pengurus, dan pengawas; 

d. status kantor Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau 

konsolidasi. 

e. Merger, Akuisisi. dan Konsolidasi dilak:ukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pembukaan Kantor Cabang 

Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan dan Penurupen Krurtor 

Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri. Untuk dapet membuka 

Kantor Cabang, Perusahaan Pembiayaan harus memiliki ekuitas sekurang­

kurangnya 50 % (lima puluh perserarus) dari modal disetor berdasarkan laporan 

Universitas Indonesia 

I 

Non-independent..., Richi Aprian, FH UI, 2009



59 

keuangan bulanan terakhir. Persetujuan ataupun penolakan alas permohonan 

pembukaan Kantor Cabang diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

keJja setelah dokumen pennohonan pembukaan Kantor Cabang diterima secara 

lengkap. Bagi Kantor Cabang yang telah memperoleh persetujuan, wajib 

melakukan kegiatan usaha selarnbat-larnbatnya 60 (enam puluh) hari sejak izin 

ditetapkan dan laporan pelaksanaan kegiatan usaba kantor cabang wajib 

disarnpaikan kepada Menteri selambat-lambatnya lO(sepuluh) bari setelah 

pelaksanaan kegiatan usaha dan apabila kantor cabang tersebut tidak melakukan 

kegiatan usaha, rnaka Menteri akan mencabut i1Jn pembukaan kantor cabang 

yang telah ditetapkan. 

e. Pinjaman dan Penyertaan 

Perusabaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan 

usaha lainnya berdasarkan perjanjian pinjamn-meminjam. JumJah pinjaman 

bagi setiap Perusahaan Pembiayaan dibandingkan jurnlah modal sendiri 

(networth) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyartaan (gearing ratio) 

ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali. Peminjaman inidapat 

bersumber dari dalam dan/atau luar negeri. sedangkan bagi penyertaan yang 

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan hanya dapat dilakukan penyertaan pada 

perusahaan disektor keuangan di indonesia dengan syarat tidak boieh melebihi 

25 % { dua puluh lima persen) dati modal disetor perusahaan penerima 

penyertaan dan tidak melebihi 40% (empat puluh perseu) dari jumlah modal 

sendiri perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. 

f. Perubahan Nama Perusahaan pembiyaan 

Perubahan nama perusahaan pernbiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri 

selarnbat-lambatnya lima belas hari sejak perubahan nama dengan juga 

meJaporkan berupa risalah rapat umum pemegang saham, perubaban anggaran 

dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, dan NPWP atas nama 

perusahaan pembiayaan yang baru. 

g. Pemindahan alarnat kantor 

Pemindahan alarnat kantor balk kantor pusat maupun kantor cabang perusahaan 

pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri selamb&-larnbatnya lima belas 
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hari sejak pelaksanaan pemindahan disertai dengan bukti penguasaan gedung 

kantor baru. 

Disamping pengaturan tersebut diatas, Bapepam-LK terns meningkatkan 

aktivitas pengawasannya terhadap para peiaku bisnis di sektor lembaga keuangan non 

bank. Aktivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan cukup beragam,mulai dari 

review terhadap kesesuaian proses rnaupun praktek bisnis mereka dengan aturan yang 

berlaku. pelaksanaan uji kepatuhan) pangawasan terhadap aktivitas pasar sekunder 

saharn, pemeriksaan rutin dan lain-lain yang bennuara pada berbagai bentuk tindakan 

pembinaan dan pengenaan sanksi adminJstratif dan penegak:an hukum yang kesemuanya 

menjadi prioritas utama Bapepam-LK guna memeJihara integritas industri yang 

diawasinya serta menjaga kepercayaan pemilik modal, pengguna jasa keuangan dan 

masyaraka!. 

'Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangtt!l Republik Indonesia Nomor 

84/PMK.OJ2/2006 khususnya pada pasal 36, maka menteri melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan. Pengawasan terSebut dHakukan baik 

secara langsung maupun tidak hmgsung. Pengawasan tidak langsung terhadap industri 

jasa pembiayaan antara lain dengan melakukan analisis terhadap laporan berkala yang 

disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Menterl Keuangan. Laporan berkala 

yang disampaikan tersebut meliputi 1aporan keuangan bulanan, laporan kegiatan usaha 

semes!eran, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-1500/ LK/ 2005 

tentang petunjuk pelaksanaan penyususan dan penyarnpaian laporan perusahaan 

pembiayaan pada pasal I ayat l menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan wajib 

menyampaikan kepada Menteri Keuangan dengan ternbusan kepada Bank Indonesia 

berupa laporan keuangaan Bulanan dan Laporan Kegiatasn Usaha Semesteran yang 

disampaikan secara an~line rnelaui jaringan ekstranet Bank Indonesia sedangkan ootuk 

laporan keuangan bularum yang terdiri dari neraea laporan laba rugi, laporan arus kas 

dan rekening administratif disampaikan dalarn bentuk hardcopy kepada menteri 

keuangan 
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Laporan Perusahaan Pembiayaan yang disusun menurut sistematika yang 

ditetapkan dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusWl 

data statistik Perusahaan Pembiayaan baik individual maupun gabungan dalam rangka: 

a. Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Perribiayaan, 

b. Pencatatan dan anal isis moneter maupun stabilitas sistem keuangan 

c. Pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan 

secara benar dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. 

Lampi ran keuangan bulanan lembaga keuangan pada dasamya berisikan: 

a. Laporan Profil Perusahaan 

a. Daftar Rincian Izin Usaha 

b. Daftar Rincian Pemegang Saham 

c. Daftar Rincian Pemegang Saham Dan Pengurus Derajat Kedua 

d. Da.ftar Rincian Pengurus 

e. Daftar Rincian Kantor Cabang 

f. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Karyawan 

b. Laporan Keuangan, Yang terdiri dari: 

a. Neraca Bulanan 

b. Perhitungan Jabal rugi 

C. Rekening administratif 

d. Laporan Arus Kas 

e. Daftar Rincian 

f. Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan 

g. Daftar Rincian Surat Berharga yang dimiliki 

h. Daftar Rincian Piutang Pembiayaan 

I. Daftar Rincian Penyertaan Modal 

J. Daftar Pinjaman yang diterima 

k. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan 

Sedangkan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, berupa laporan kegiatan usaha, yang 

berisikan, antara Jain: 

a. Laporan Kegiatan Sewa Guna Usaha 
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b. Laporan Kegiatan Anjak Piutang 

c. Laporan Kegiatan Kartu Kredit 

d. Laporan Kegiatan Pembiayaan Kons:umen 

Batas waktu penyampaian Japoran dan koreksinya ditetapkan sebagai berikut: 

a. Laporan Keuangan Bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal I 0 pada 

setiap bulan berikutnya. 

b. Laporan Kegiatan Usaba Semesteran disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan setelah periode semester yang bersangkutan berakhir. 

Batas waktu penyampaian bagian Laporan Keuangan Bulanan yang terdiri dari 

Neraca., Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Rekening Administratif secara 

hardcopy kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan 

berikutnya. Bagi Perusabaan Pembiayaan yang berkantor pusat di luar Jab<>tabek, 

laporan dinyatakan telab diterima berdasarkan tanggal stempel pos. Apabila batas waktu 

terakhir penyampaian laporan jatub pada bari Sabtu, bari Minggu, atau bari libur, baik 

libur khusus rnaupun libur umum~ maka batas waktu terakhir penyampaian laporan 

tersebut adalab hari keija berikutnya. Dalarn bal Perusabaan Pembiayaan tidak 

menyampaikan laporau, terlambat menyarnpaikan laporan, menyampaikan laporan 

secara tidal< lengkap, danlatau menyarnpaikan laporan secara tidal< benar dikenakan 

sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84!PMK.012/2006 langgal 29 

September 2006 tentang Perusahaan Pemblayaan. 

Dalarn rangka menjamin terlaksananya fungsi pengawasan tidal< langsung secara 

lebih optimal melalui kegiatan aruilisis terhadap laporan berkala perusabaan pembiayaan 

perlu ditunjang oleh perangkat yang memadai antara lain dalarn bentak sistem pelaporan 

yang memuat semua unsur infonnasi yang penting dalam industri jasa pembiayaan, 

dukungan teknologi informasi dan landasan hukum dari kegiatan pelaporan perusabaan 

pembiayaan. 

Untak menunJang kegiatan pelaporan industri jasa pembiayaan yang lebih 

efektif dan efisien sekaligus memperkaya sistem pelaporan perusabaan pembiayaan, 

Departemen Keuangan telab melakukan kebijakan diantaranya melalui penyempurnaan 

ketentuan dalarn Sura! Edaran Direktur Jenderal Lembaga Keuangwt Nomor SE-

1087/LK/1996 tanggal 27 Februari 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan 
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Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan 

ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448!KMK.OI7/2000 

tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 172/KMK06/2002. Kehijakan penyempumaan ketentuan mengenai 

Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan tersebut 

dituangkan dalarn Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-

1500/LK/2005 tanggal 4 Mel 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan 

Penyampaian Laporan Perosabaan Pembiayaan (Laporan Bulanan Perusahaan 

Pembiayaan) yang mulai berlaku seeara efektif pada bulan November 2005. 

Pengembangan Laporan Bulanan Perusohaan Pembiayaan (LBPP) didasari pada 

kebutuhan para pengguna informasi kbususnya dalarn rangka perumusan kebijakan 

pengawasan perusahaan pembiayaan yang lebih intensif Dengan diberlakukannya 

LBPP ini maka informasi-informasi yang Ielah disampaikan oleb Perusahaan 

Pembiayaan dibarapkan dapat lebih efisiensi dan mengurangi duplikasi informasi dalarn 

setiap laporan yang disarnpaikan kepada Departemen KeUlUlgan. 

Agar lebih menjamin kualitas pengelolaan dan akurasi data dalarn penerapan 

sistem LBPP, Departemen Keuangan telah melengkapi LBPP tersebut dengan suatu 

sistem aplikasi teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi ini dilakukan 

Depa:rtemen Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia dengan menyediakan 

sistem aplikasi teknologi infonnasi. Dengan penerapan sistem aplikasi teknologi 

informasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses mulai dari input~ pengolahan 

basis data industri Perusahaan Pembiayaan sampai dengan dapat dihasilkannya berbagai 

output (informasi) dengan lebih cepat dan akurat. 

Dalarn hal teljadi gangguan teknis yang mengakibatkan Perusahaan Pembiayaan 

tidak dapat menyampaikan laporan secara on~line. malca laporan disampaikan secara 

off-line dengan menggunakan disket rekaman data laporan beserta alasan/penyebabnya 

yang disarnpaikan kepada Bank Indonesia, c.q. Direktorat Statistik Ekonomi dan 

Moneter, Bagian Statistik Moneter, dengan alamat Gedung B lantai IS, JL MH Thamrin 

No 2, Jakarta 10110. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang berkantor pusat di 1uar 

Jabotabek laporon disampaikan ke Kantor Bank Indonesia setempat 
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Disamping melakukan analisa terhadap laporan keuangan bulanan, Laporan 

Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan, Bapepam-LK juga melakukan upaya pemeriksaan 

terhadap lembaga keuangan sebagai perwujudan dari pengawasan langsung yang 

dilakukan oleh Bapapam guna melakukan verivikasi dari lapman keuangan lembaga 

keuangan. Pada tahun 2007 Bapepam-LK telah melakukan pemeriloiaan terhadap 22 

perusahaan pembiayaan berdasarkau analisa alas laporan keuangan yang diaudit pada 

tahun 2006. Pemeriksaan tersebut telah direncanakan dalam reneana ke~a bagian 

pemeriksaan lembaga pembiayaan. 

Pemeriksa.an dilakukan dengan tujuan untuk menilai ketaatan terhadap peraturan 

di bidang perusahaan pembiayaan dan penyelenggaraan kegiatan parusabaan dalam 

rangka pambinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pernbiayaan. 80 Perneriksaan 

yang dilakukan oleh Bapepam-LK meliputi aspak kelembagaan dari perusahaan 

pembiayaan, aspek penyelenggaraan usaha maupun aspek keuangan. 

Disamping melakukan pengawasan, salah satu peran penting dari Bapepam-LK 

adalah rnelakukan pembinaan terhadap Lembaga Keuangan. Dimana upaya yang 

dilakukan oleh Bapepam-LK dalarn melakukan pembinaan bagi lembaga keuangan 

secara umum dengan dikelu.arkannya Peraturan Menteri Keungan RepubJik Indonesia 

Nomor 84/PMK.OI212006 yang mengatur mengenai perizinan usaba, Permodalan 

Lembaga Keuangan, Kepemilikan dan Kepengurusan dari Lembaga Keuangan, aturan 

mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi pemsahaan Iembaga keuangan~ pembukaan 

kantor cabang, pinjaman dan penyertaan modal lembaga keuangan, pembatasan­

pembatasan bagi pelaku usaba lernbaga keuangan. Peratuan Menteri Keuangan ini juga 

masih ditunjang dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Sektor Keuangan oleh 

Pemerintah dan Bank Indonesia yang berisikan 14 kebijakan, 34 program, dan 55 

tindakan. Pembentnkan paket kebijakan ini bertujuan untnk meni.ogkatkan kordinasi 

antara otoritas fiskal dan moneter, melanjutkan langkah-langksb refonnasi, serta 

memperkuat industri perbankau, lembaga keuangan non bank, dan pasar modal yang 

dapat dikatakan sebagai perwujudan dari Refom1asi Sektor Keuangan dan juga sebagai 

wujud pelakSI!Iluan fungsi pambinaan terhadap Lembaga Keuangan dan palaku industri 

lernbaga Pembiayaan, maka Bapaparn-LK melakukan pelatihan-palatihan dasar berupa 

89 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.Ol2!2006,0p.cit, pasal36 
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kursus intensif seputar permasalahan jasa pembiayaan yang bekerja sama dengan 

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 pada Pasal 44 

memberikan ancaman kepada Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan 

yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan tersebut dikenakan sanksi berupa 

peringatan, pembekuan kegiatan usaha hingga dilakukan pencabutan izin usaha. 

Peringatan yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan diberikan secara tertulis 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing surat 

peringatan selama 30 hari. Apabila masa peringatan ketiga berakhir dan perusahaan 

pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Keuangan, maka perusahaan pembiayaan tersebut akan dikenakan sanksi pembekuan 

kegiatan usaha perusahaan pembiayaan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia 

dalam bentuk tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan berlaku pada saat sural 

pembekuan kegiatan usaha tersebut ditetapkan. Dalam jangka pembekuan, apabila 

perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perusahaan Pembiayaan, maka menteri akan mencabut sanksi pembekuan kegiatan 

usaha. Namun hila masa pembekuan kegiatan usaha berakhir, dan perusahaan 

pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka 

Menteri Keuangan akan mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang 

bersangkutan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

2.5. Komisi Pengawas Persaiogan Usaha Sebagai Lcmbaga Pcounjang 

Pcngawasan Tcrhadap Non-Independent Leasing Company 

Lembaga yang mengawasi terlaksananya persaingan usaha yang sehat disuatu 

negara merupakan syarat mutlak didalam mengawal terlaksananya Peraturan 

Perundang-Undangan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu 

peraturan di bidang persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan di beberapa negara. 

Amerika Serikat yang merniliki divisi khusus di Department Kehakiman berupa Anti­

trust Division yang bertugas untuk mengawal terlaksana dan terjaganya penegakan 

Sherman Act, Departemen Kehakiman berkerjasama dengan Federal Trade Comission 
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Federal Trade Comission untuk menegakan Clayton Act, Sedangkan untuk penegakan 

Robinson Act yang mengenai tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, 

diserahlcan kepada Federal Trade Commision. Di Eropa dikenal dengan European 

Community Commision. dan lain-lain. 

Indonesia, dalam melakukan penegakan hukum persamgan dilakukan oleh 

Kornisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang non-struktural yang 

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang bertugas untuk 

mengawasi pelaksaanaan Undang-Undang No 5 Tahon 1999 sebagaimana yang 

diamanatkan pasal30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa "Untuk 

mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha ... ". 81 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan 

bahwa ""Pembentukan Komisi serta susunan organ.isasi 1 tugas dan fungsinya ditetapkan 

dengan keputusan presiden", sehingga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Konrisi pengawasan Persaingan 

Usaha. 

Sebenarnya penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dimana pengadiian merupa.kan tempat 

penyelesaian perkara yang resrni dibentuk negara. Namun. untuk hukum persaingan 

usaha, pada tingkat pertarna penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak dilakukan 

oleh pengadilan, karena hukum persaingan usaha rnembutuhkan orang-orang yang ahli, 

memiliki latar belakang dan atau mengerti betul seluk beluk bisnis dalam rangka 

menjaga mekanisme pasar. Dimana masalah persa:ingan usaha sangat erat kaitannya 

dengan ekonomi dan bisnis sehlngga Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan hanya 

dibutuhkan ahli"ahli hukum, namun orang-orang yang memiliki pengetahuan yang 

cuk.up mengenai ekonomi dan bisnis. 82 

Alasan sosiologis dari dibentuknya KPPU sebagai akibat dari rnenurunnya citra 

lembaga pengadilan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, serta 

81 Undang-Undang No 5 Tabun l999,0p.cil.., PasaJ .30 
82 Ayudha D Prayogo, Persairrgan Usafta dan Hukum yang mengaturnya di Indonesia, Jakarta, 2000, 
hlm.l26 

Universitas Indonesia 

I 

Non-independent..., Richi Aprian, FH UI, 2009



67 

dengan kenyataan bahwa beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk'' 

Sedangkan Alasan filosofis dari pembentukan Komisi Pengawas Pernaingan Usaha yang 

dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu datam mengawasi pelaksanaan suatu aturan 

hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan darl negara dimana 

diharapkan lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik­

baiknya. serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. 

KPI'U ba:ruslab menjadi suatu badan yang independen, terlepas dari pengarus 

dan kekuasaan pemerintah maupun pihuk lain da!am mengawasi pelaku usaha sebagsi 

upaya memastikan peluku usaha khususnya peluku usaha pembiay!llll1 menjalankan 

kegiatan usaha dengan tidak melukukan pruktik monopoli dan latau persaingan usaha 

tidak sehat. Status KPPU yang harus independen merupukan pengejawantahan 

kehenduk dari Undang-Undang Nomor 5 Taltun 1999 khususnya pada pasal 30 ayat (2) 

yang menyatakan bahwa "komisi adalalt suatu lembaga independen yang terlepas dari 

pengaruh dan kukuasaan serta pihak lain". 

Dalam Undang-Undang Dasar !945 menyatakan bahwa Presiden Republik 

Indonesia adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi atau dapat dikatakan bahwa 

presiden memegang kekuasaan pemerintahnn sehingga dalam menjalanknn tugasnya, 

KPPU bertanggung jawab Jangsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai 

Kepala Negara, sehubungan KPPU juga melaksanakan sebagaian tugss pemerintah 

negara dalam melaksanakan undang~undang84 , 

Salah satu unsur penting dalam keberhasilan KPPU melaksanukan arnanat 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 bukan banya ditentukan dari tingkat independensi 

KPPU dalam meluksanakan tugasnya tetapi juga ditentukan oleh keanggotaannya. Hal 

ini seja.Ian dengan alasan sosiologisnya maka KPPU harus mempunyai atau terdiri dari 

anggota-anggota yang terpiiih dan terpercaya serta memiliki integritas dan komitmen 

moral yang tinggi dengan dibantu dengan tenaga-tenaga profesionai dalam bidangnya. 

Pasal 31 ayat (!) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

'
1Komlsi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap 

anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota". Berdasarkan pada pasal 

113 Ibid, hlm 128 
114 Undang-Undang Republik: Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, Op.cit,. Pasal30 ayat (3) 
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tersebut, terdapal kata "sekurnng-kurangnya" sehingga dapat dimaknai bahwa anggota 

KPPU minimal 7 orang, dan boleh lebih dari 7 orang. Jika dibandingkao dengan jumlah 

komisi pada Federal Trade Commission di Amerika Serikat dan Fair Trade 

Commission di Jepang yang hanya memiliki 5 orang anggota komisi, mak:a jumlah 

anggota komisi yang ada di KPPU cukup banyak. Namun jumlah ini tidak dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang tidak wajar karena jumlah anggota komisi harus 

sebanding pula dengan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia rnisalka.n dilihat dari luas 

wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi lnin yang memtmgkinkan sehinggn pembuat 

undang-undang merasa jumlah anggota KPPU barns lebih banyak hila dibandingkan 

dengan di Amerika Serikat dan Jepang," 

Pemilihan anggota KPPU tidak secara serta-rnena berada pada Presiden, 

meskipun pertanggungjawaban anggota KPPU kepada Prcsiden Republik Indonesia. 

Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 lahun 1999 

menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha dilakukan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 

dengan masajabatao selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali tmtnk 1(satu) 

kali masa jabatan berikotnya. Naroun, apabila pada saat berakllimya masa jahatan 

tersehut dan menciptakan kekosongan dalam keanggotaan KPPU, maka masajabatan ini 

dapat diperpanjang sampai pengaogkatan anggota terbaru yang dihata.si tidak boleh 

1ebih dari l(satu) tahun. Pemilihan anggota KPPU dengan persetujuan dari Dewan 

Perwakilan Rakyat bertujuan agar anggota KPPU adalah orang yang memi1iki intergitas 

kepribadian dan keilmuan yang tinggi dan benar-benar dapat menjalankan tugal) demi 

kepentingan rakyat seeara keseluruhan, dengan menjaga independensinya. 

Tugas yang diamanatkan Undang-undang kepada KPPU pada dasaruya diatur 

dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 9 tahun 1999 yang kemudian diikuti dengan 

Keputusan l'residen Nomor 75 lahun 1999 pada pasal 4. KPPU diberikan tugns 

melakukao penilaian-penilaian terhadap peljanjian, kegiatan usaha yang dapat 

rnengakibatkan te!jadinya prakterk monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sebat. 

1$ Ayuctha D Prayogaet al, Op.cit. hlm.l30 
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Adapun yang menjadi tugas KPPU berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1999 adalab: 86 

a. Melakukan penilaian terhadap peijanjian yang dapat mengakibatkan teijadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur 

dalam pasal4 sampai dengan pasal 16; 

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha 

yang dapat mengak.ibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal24; 

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi 

dominan yang dapat mengakibatkan teijadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat se~agaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan 

pasal28; 

d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam 

pasal36; 

e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang 

mt; 

g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan 

dewan perwakilan rakyat. 

Sedangkan yang menjadi kewenangan dari KPPU adalah87
: 

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan 

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh 

86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 35 
87 Ibis, Pasal 36 
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rnasyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemul::an oleh komisi sebagai 

basil penelitiannya; 

d. Menyimpulkan basil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak 

adanya praktek mooopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakakan pelanggaran terhadap 

ketentuan undang-undang ini; 

f. Memanggil dan mengbadirkan saksi, saksi ahdi, dan seliap ornng yang dianggap 

mengetabui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 

g. Meminta bantuan penyidik untuk mengbadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ab!i, 

alau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan komisi; 

h. Meminta keterangan dati instansi pemerintab dalam kaitannya dengan 

penye!idikan dan atau pemeriksaan temadap pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan undang-undang ini; 

1. Mendapatkan) meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 

guna penyeHdikan dan atau pemeriksaan; 

J. Memutuskan dan menetapkan ada alau tidak adanya kerugian di pihak pelaku 

usaha lain atau masy.arakat; 

k. Memberitabukan putusan komisi kepada pelaku usaba yang diduga me!akukan 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

!. Menjatuhkan saaksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaba yang 

melanggar ketentuan undang~l.Uldang ini. 

Berdasarkan pada togas dan kewenangannya dalam bertindak, maka KPPU diberikan 

kewenangan khusus oleh undang~undang untuk menjatuhk:an sanksi hanya terbatas pada 

perbuatan administratif saja termasuk juga menjatuhkan ganti rugi dan dend~ 

sedangkan KPPU tidak memiliki hak untuk menjatuhkan denda pengganti, sanksi 

pidana pokok dan tambahan yang merupakan wewenang dari badan peradilan. Dan 

berdasaJ"kan kewenangannya maka KPPU dapat bersifat pasif yaitu menunggu laporan 

dari masyarakat alaupun pelaku usaha alas dugaan teljadinya pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan juga dapat bersifat aktif dengan inisiatif 

sendiri melakukan penelitian apakah telab teijadi pelanggaran terhadap Undang-Undang 
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Nomor 5 tahun 1999. Sehingga dapat dika!an bahwa KPPU merupakan 1embaga 

penunjang pengawasan terhadap Non-Independent Leasing Company yang hanya 

terbatas pada aspek persaingan usaha pada perusahaan pembiayaan pembiayaan yang 

Non-Independent tersebut. 
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BABIII 
NON-INDEPENDENT LEASING COMPANYDITINJAU DARI 

HUKUM LARANGAN PRAKTEK MONOPOLl DAN 
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA 

3.1~ Non..fndependent Leasing Company Ditinjau Dari Huk:um Larangan 

Praktek Munopoli Dan Pcrsaingan Usaha Tidak Sehat 

Pembangunan nasional. di bidang ekonomi haruslah diarahkan kepada 

terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 dimana demokrnsi dalam bidang ekonomi mengahendaki adanya 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses 

produksi dan pemasarnn barang dan atau jasa didalam iklim usaha yang sehat, 

efekti~ dan efisien sehlngga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga tidak menimbulkan adanya 

pemusalan kek:uatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. 

Pemerintah Indonesia sebagai regulator dalam bidang lndustri dapat 

melakukan pendekatan-pendekataan dalam menangani bidang industrinya, 

Yaitu88 : 

a. Negara bisa memakai pendekatan " Laissez-Faire" yang sama sekali 

melarang adanya campur tangan pemerintah dalam industri 

b. Negara memakai pendekatan "Public Supervision" yang ditandai oleh 

penguasaan negara atas industri yang penting 

c. Negara memakai pendekatan "'Antitrust" yakni kebijakan yang 

mensyaratkan pernerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan 

sehat di antara pelaku usab<4 namun sama sekali dilarang campur tangan di 

dalam keputusan lentang harga dan hasil produksi 

Undang-Undang Republik Indonesia No 5. Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sebat yang disahkan oleh Presiden 

Republik Indonesia peda tanggal 5 Maret 1999 merupekan wujnd 

u Charles E mueller, A.ntilntst Law Review Yo/26, No 4, Vera Beach. Ffurida, 1997 
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pengejawantahan dari pendekatlm anlitrusl yang dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia dalam menjaga dim terclptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia 

sehingga pemerint.ah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat diantara 

pelaku usahanya 

f'aktor pendorong dikeluarkannya Undang-Undang No.5 tahun 1999 

tersebut dengan adanya pe.tjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan IMF 

mengenai pemberian bantuan dana ootuk mengatasi krisis ekonomi. Bantuan 

tersebut diherikan dengan syarat bahwa Pernerintah Indonesia bernedia 

melaksanakan reformasi sistem ekonomi dan hulrum tertentu, yang salah satu 

dian!aranya adanya undang-undang tentlmg larangan praktik monopnli dan 

persaingan usaha tidak sehat.89 Undang-Undang Nomor 5 Tehun 1999 juga 

merupakan usulan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat yang hal ini sejalan 

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan 

fiiosofis Negara lndonesia yang mengamanatkan tujuan pembangunan adalah 

kemakmnran masyarakat dan bukan hanya kemakmuran orang-perorang. 

Posner bCipendapnt bahwa terdapat tiga alasan mengapn praktek monopoli 

itu dilarang, yaitu:"' 

a. monopoli mengalihkah kekayann dan para konsumen kepada pemegang 

saham perusahaan-perusahaan yang monopolisitik. yaitu suatu distrihusi 

kekayaan yang berlangsung dari golongan yang kurang mampu kepnda 

yang kaya 

b. monopoli atau secara lebih luas adalah setiap konsidi yang memperkuat 

keJjasama di antara pnrusahaan yang bersaing akan mempermudah dunia 

industri untuk memanipu1asi pohtis guna memperoleh proteksi dalarn 

bentuk peratumn perundang-undangan yang memungkinkan perolehan 

keuntungan di bidang industri yang bersangkutan 

c. keterkaitlm dengan keberatan atas praktek monopoli yakni, bahwa 

kebijakan anti monopoli yang bertujuan efisiensi, merupakan kebijakan 

n Kund Hansen et al., Undang-Undang Larangan ProAilk Monopoli dan Persaingan Usaha. Tidak 
Schut, Jalrnrla; Katatis, 2003 hlm.ll7- t t 8 
');) Richard A. Posner, Anttrust Law(an Eoonamic Perspective), Chicago aud Londoo~ The 
University Of Chicago Pre~ 1976, him. S-9 
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j'l!llg membatasi kebebasan bartindak bagi perusahaan-peruaabaan basar 

untuk dapat berkembangnya peruaabaan-peruaabaan keeil. 

Pengaturan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

bertujuan untuk91
: 

a. menjaga kepentingan umum dan menlngkatkan efisiensi ekonomi sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

b. mewujudkan ikHm usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 

usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan 

baruaaba yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku uaaba menengah, dan 

pelaku uaaba kecil 

c. mencegah praktek monopeli dan atau persaingan uaaba tidak sebat yang 

ditimbulkan oleh pelaku usaba 

d. terciptanya efektivitas dan eflsiensi dalam kegaiatan usaha 

fklim persaingan yang sehat merupakan conditio sine qua non bagi 

terselenggaranya ekonomi pasar"'. Model persaingan telah diakoi sebagai 

a!tematif unggul bagi pembangut1l!ll ekonomi. undang-undang tentang larangan 

pmktek monopoli dan persaingan tidak sehat diciptakan agar tetap terjadinya 

persaingan usaha antara pelaku usaha secara sehat dan juga konsumen tidak: 

diekspoitasi oleh pelaku usaha. Atau dengan kata lain undang-undang lentang 

larangun praktek monopoli dan persaingan tidak sebat menginginkan pelaku uaaba 

di Indonesia dalam menjalankan kegaiatan uaabanya barasaskan demokrasi 

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku uaaba dan 

kepentingan umum. 

Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 menyatakan behwa beberapa yang 

dikecualikan dari Undang-Undang ini adalah91
: 

a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan 

perundang-undangun yang berlaku 

91 Undang~Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentaog Latangan Pruktik Monopoli 
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat., LN 33/1999, Pasal3 
n Norman S,pakpahan, Pokok-pckok Pemikiran tenlong Hukum Persaingan Usaha, Jakarta; 
ELIPA, 1994, him. 2 
n Undang~Undang No 5 Tahun 1999, Op,cit. Pasal50-51 
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b. perjanjian yang berkaitan dengan· hak atas kekayaan intelektual seperti 

lisensi, paten~ merek dagang, hak cipta. desain produk industri. rangkaian 

elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian dengan waralaba 

c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak 

mengekang dan atau menghalangi persaingan 

d. perjanjian dalarn rangka keagenan yang isinya lidak memuat ketentuan 

untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih 

rendah dari pada harga yang Ielah diperjanjikan 

e. perjanjian kerjasama penelitian wrtuk peningkatan atau perbaikan standar 

hidup masyarakat luas 

f. peljanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia 

g. perjanjian atau parbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak 

mengganggu kebutahan dan atau pasokan pasar dalarn negeri 

h. pelaku usaha yang tergolong dalarn usaha kecil 

L k~giatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani 

anggotanya 

J. dan monopnli dan atau pnmusatan kegiatan yang berkaitan dengan 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat 

hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dialur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan 

Usaha Milik Negara dan atau hadan atau lembaga yang dibentuk atau 

ditunjuk oleh pamerintah 

berdasarkan pada ketentuan tersebut maka Non-independent Leasing 

Company bukan suktor usaha yang dikecualikan dari pemberlakuan Undang­

Undang Nomor 5 Tahnn 1999 sehingga merupakan snatu usalJa yang juga tunduk 

terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun !999 tentang Larangan Praktek 

Monopnli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Perusahaan pembiayaan sebagaimana disyaratkan dalarn Keputusan 

Menteri Kenangan No. 841KMK.Ol212006 didirikan dalam bentuk Perseroan 

Terbatas. Begitu pula dengan Non-Independent Leasing Company yang 

merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang memiliki hubungan langsung 

dengan Suplier dari barang modal,dimana parulirian perusahann tersebut bertujuan 
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untuk menunjang meningkatkan penjualan barlmg modal yang diproduksi oleh 

Suplier yang bel'llangkutan94
, juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga Non-Independent Leasing 

memiliki sifat dan karakteristik sebagai sebuah badan hukum. 

Black Law Dictionary mendefinisikan badan hukum sebagai artificial 

person, yaitu "persons created and devised by human law for the purpose of 

society and government, as distinguished from natural person "95
• Sedangkan 

badan hukurn sebagai legal entity adalah "an entity, other than natural person, 

who has sufficient e:rjstence i~J legal contemplation. that it canfimction legally, be 

sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation "96 

Scdangkan menurut Subekti, Badan Hukum adalah suatu badan atau 

perkumpulan yang dapat mcmiliki hak dan melakukan perbutan seperti seorang 

manusia, serta memiliki kekayaan sendiri~ dapat dlgugat atau menggugat di depan 

hakim. Sedangkan berdasarkan pada Pasa\ I angka (I) undang-Undang No 40 

tahun 2007 rnenyatakan bahwa: 

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan hardaserkan 

perjanjian, metakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi-bagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya"97
. 

Berdasarl<an pada pendapat dan pasa\ tersebut diatas, maka yang menjadi 

dari karakteristik dari badan hukum adalah98: 

a. Persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian 

b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum 

c. Modal dasar yang dikumpulkan dan selalu diperuntukan untuk 

kepentingan perseroan itu sendiri 

94 lkatan Akuntan Indonesia, Standor Akuntansi Keuangan, Satemba Empat, Jakarta, 1994 
95 Heruy Campbell Black, Black',f Law Dictionary, st.paul, Minn, Wesl publishing Co, 1990, 61.h 
cd,hlm J13 
96 Ibid, hlm..S93-894 
91 Pasal 1 angka 1 Undang ~Undang Nomor 40 lahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
911 Gunawan Widjadja, 150 faJV!a jawab fenliUigperseraan terbatas, Pranlnta Offset, Jakarta, 2008, 
hlm.2 
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d. Kumpulan modal yang memiliki pengurus yang bertindak untuk mewaki!i 

kepentingan badan hukum 

e. Sifat keanggotaanya tidak permanen dan dapat dialihkan atau heralih. 

[ Tanggung jawab, dan kekayaan badan hukum yang terpisah dari 

pemegang saham, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris 

Sehingga yang menjadi unsur dari sebuah perusahaan pembiayaan yang Non­

Independent adalah 

a. Didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas 

b. Memiliki hubungan langsung dengan Suplier 

c. Pendiriannya bertujuan untuk menunjang penjualan barang yang 

diproduksi oleh Suplier 

Peneliti melakukan identifikasi pada 3 (tiga) perusahaan pembiayaan yang 

cukup besar di Indonesia dan mengidentifikasikan mereka sebagai contoh Non­

Independent Leasing Company, yaitu pada: 

a. P.T Indomobil Finance 

P.T Indomobil Finance adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak 

dibidang usaha Consumer Finance, Leasing dan Factoring yang berdid 

sejak tahun 1993 yang hemaung dibawah lndomobil group yang 

merupakan lnduk perusahaannya dengan memprioritaskan pada kendaraan 

bermotor produk indomobil group. Kepemilikan saham pada P.T 

lndomobil Finance 99% dimiliki oleh P.T lndomobil Sukses lntemasional 

(Supplier) dan l % dimiliki olen P.T IMG Sejahtera langgeng 

b. P.T Toyota Astra Financial Services 

P.T. Toyota Astra Financial Services adalah perusahaan yang dibentuk 

secara kerjasama antam Toyota Financial Services Corporation dan P.T 

Astra International Tbk yang merupakan Agen Tunggal Pemegang Merck 

kendaraan Toyota. Keljasama diantara keduanya dalam memhentuk P.T. 

Toyota Astra financial Services diawali dengan penandatanganan 

keljamasa pada bulan Oklo her 2005 dengan tujuan utamanya menjadikan 

P.T Toyota Astra Financial Service sebagai piliban utama dalam 

menye<liakan layanan jasa pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan 

Toyota. 
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c. P.T. Tiga Berlian Auto Finance 

l'T. Tigaberlian Auto Finance (TAF) merupakan P.,rusahaan pembiayaan 

dibawah Mitsubishi Corporation Group. P.T Tiga Berlian Auw Finance 

memiliki ijin usaha Consumer Finance, Leasing dan Factoring. Sejak 

tahun 1988 PT. Tigaberlian ;l.uUJ Finance bekeija sama dengan Dealer­

Dealer resmi kendaman Mitsubishi di seiuruh Indonesia mernberikan 

fasilitas pembiayaan untuk perorangan, perusahaan, 

w:iraswasta/profesional dan lain lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka lnduk Perusahaan yang merupakan supplier 

dari Perusahaan Pembiayaan hanya sebagai pemegang saharn. Dan sebagai 

pemegang saham maka lnduk Perusahaan hanya memiliki hak, yaitu: 

a. Hak Individual yang melekat pada diri pemegang saham yang terkait 

dengan: 

a. Hak mendahului untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang 

saham lainya yang hendak menjual sahamnya 99 

b. Hak untuk memperoleh saham dari penerbilan saharn selanjutnya 

(First Right ofRefusal/00 

c. Hak untuk memanggil RUPS 

d. Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS101 

e. Hak untuk menerima salinan RUPS secara cwna-cuma102 

f. Hak untuk memperoleh deviden '" 

g. Hak w1tuk memperoleh pembayaran sisa hasH Hkuidasi 

h. Hak untuk menjarnin saham sebagai jaminan utang 

i. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseoran ke pengadilan bila 

dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan 

tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau 

Dewan Komisaris 

'}') Pasal43 ayat {I) Undang..Undang 40 tahnn 2007 
100 Pasal43 ayat 0) undang-undang 40 tahun 2007 
mt Pasai 8$ ay.u (l) undang-undang 40 tabun 2007 
101 Pasal 82 ayat (4}undang...undnng 40 tahun 2007 
1w Pasal71-7I undang-nndaog 40 iahun2007 
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j. Berhak meminta kepada Perseroan agar saharnnya dibeli dengan harga 

yang wajar apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan 

Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan 104 

k. Hak untuk keluar dari perseroan 

b. Hak Derivatif yaitu: 

a. pasal 97 ayat (6) menyatakan bahwa: 

atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 

!flO (satu persepuluh) bagian dari jumlah se!uruh saharn dengan hak 

suala dapat mengajukan gugalan kepada pengadi!an negeri terhadap 

anggota direksi yang karena kesaJahan atas kelalalannya menimbulkan 

kerugian kepada perseroan 

b. pasal 114 ayat (6) menyalakan bahwa 

atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 

1110 (satu persepu1uh) hagian dari jum1ah se!uruh saharn dengan hak 

suara dapat menggugat anggota Dewan Ko:misaris yang karena 

kesalahan atau kelalaianya menirnbulkan kerugian pada perseran ke 

pengadilan negeri. 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka bila terjadi perjanjian 

diantaro perusahaan pernbiayaan dengan Suplier, maka kita akan melihatnya 

hubungan hukum diantara dua hadan hukum dan bukan merupakan sebuah 

hubungan yang internal pada sebuah badan hukum. Sehingga peljanjian yang 

di!akukan diantaro keduanya dapat menjadi objek perjanjian-peljanjian yang 

dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun I 999. Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 5 tahtm 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama r!engan 

membentuk gabungan perusahaan atau perseorangan yang lebih besar dengan 

tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing~rnasing 

perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengnntrol produksi 

dan a tau pemasaran atas banang dan atau jasa. Dan bila kita melihat pada pasal 13 

Undang-Undang Nomor 5 labun 1999 yang melarang pelaku usaha untnk 

membuat peljanjian dengan pelaku usaha lain untnk menguasai pembelian atau 

104 Pasa162 ayat (1) undang~undang 40 tahun 2007 
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penerimaan pasokan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopeli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat 

Non-Independent leasing Company sebagai sebuah badan hukum, bila 

kita melihat pada tujuan pendiriannya sebagai menunjang penjualan dari Suplier 

barang modal. Maka bentuk usaha ini tidaklah termasuk sebagai jenis usaha yang 

bertentangan maupun menghambat persaingan. Hal ini dikarenakan tujuan 

didirikannya Non-Independent Leasing Company sebagai lembaga pemmjang 

penjualan barang Suplier, maka Suplier tidak menjadikan Non-Independent 

Leasing Company sebagai satu-satunya perusabaan pernbiayaan yang membantu 

konsumennya dalam hal mempcroleh pembiayaan karena daiam rangka menjual 

produknya, Supplier tidak akan mengharnbat atau bahkan membatasi pelaku usaha 

lain untuk melakukan pembiayallfl terhadap barllllg modal yang dijual karena yang 

menjadi tujuan ulamanya adalah target penjualan barang bukan target pemhlayaan 

yang dilakukan oleh Non-independent Leasing Company sehingga setiap 

perusahaan pembiayaan dapat bersaing dengllfl adil dalarn melakukan pembiayaan 

terhadap barangnya Supplier. 

Non-Independent Leasing Company dilain sisi, karena hubtmgannya yang 

dekat dengan Suplier barang modal menjadl prioritas utama dan memperoleh 

kcmudahan-kemudahan yang diberikan oleh induk perusahaannya. Kemudahan­

kemudahan yang diberikan oleh induk perusahaan adalah kemudahan dalam 

memperoleh barang modal, dan juga lebih mudah dalarn hal pembayaran kepada 

Suplier. Hal ini dapat dikelompokan scbagai perbuatan yang memanfaatkan posisi 

dominan balk langsung maupun tidak langaung untuk menghambat pelaku usaha 

Jain yang berpotensi menjadi pesaing. 105 Namun harus dilakukan terleblli dabulu 

pembuktian apakah kelompok pelaku usaha ini mengaasai 50 % atau lebih pangsa 

satu jenis barnng yang dalam hal ini adalah barang yang di Supply oleh Supplier 

sebagai Perusahaan Induk:. Hal ini sejalan dengan hasii wawancara yang 

dilakukan oleh pcneliti, dimana hampir sebagian responden merasa ada beberapa 

bambatan dalarn bersaing dengan Non-Independent Leasing Company namun 

karena luasnya caknpan wilayah usaha pembiayaan, maka harnpir sebagian besar 

105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op.cit, Pasal25 
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Independent Leasing Company yang merasa tidak berkeberatan dengan kebadiran 

Non-Independent Leasing Company. 106 

Bila kita melihat pada struktur kepengurusan pada Non-Independent 

Leasing Company, maka penerapan pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: 

"seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari 

suatu perusahaan, peda waktu yang bersamaan dilarang merangkap 

menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain~ apabiJa perusahaan 

tersebut berada dalarn pasar yang bersangkutan yang sama, atau merniliki 

keterkaitan yang erat dalarn bidang dan atau jenis usaha, atau secara 

bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang 

dapat mengakibatkan teljadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sebat" 

Menurut pasal ini, dalarn rangka membuktikan dengan adanya rangkap jabatan 

dapat mengakibatkan teijadinya prak:tek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat akan digunakan pendekatan Rule Of Reason. Sehingga posisi 

komisaris maupun direksi pada Non~Independent Leasing Company seharusnya 

bukan merupakan komisaris ataupun direk.si pada Perusahaan Suplier yang 

merupakan lnduk Perusahaannya hila hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi~ bila kita 

melihat pentingnya bagi Induk perusahaan dalam hal melakakan pengawasan 

terhadap anak usahanya, maka rangkap jabatan ini memungkinkan terjadi 

sepanjang tidak mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat.I07 

3.L Analisa Keputusan Komisi Peogaw·as Pers~ingan Usaba Nomor 

05/KI'PU-L/2002 dihubungkan dengan Non-independent Leasing 

Compat~y 

Sebagai perbandingan, kita akan menganalisa putusan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002 yang mendapatkan 3(tiga) pe!aku 

1115 HasH wawancara terhadap bebempa responden yang merupakan Independent Leasing Company 
1117 Achmad Yani dan Gunawan Widjaya,. Peneroan Terbafos. P.T. RajaGrafmdu Persada, Jakarta, 
2003,hlrn, 186·189 
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usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat khususnya pada pasal IS tentang peganjian tertutup, Pasal 17 tentang 

Monopoli, Pasal 18 tentang Monopsoni, Pasal 19 rentang Penguasaan pasar, Pasal 

25 tentang Posisi Dominan, pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, dan pasa1 27 

tentang Kepamilikan Saham. Adapun duduk perkara pada kasus ini adalah: 

Bahwa dalam bidang perfilman dan perbioskopan ditemukan adanya 

dugaan kuat po1anggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu 

Monopo1i Bioskop yang dilakukan o1eh Group 21, yang mengakibatkan 

persaingan bisnis curang dalam bentuk sebagai berikut 

a. Bahwa Group 21 telah melakukan praktek integrasi vertikal dengan alasan 

bahwa Group 21 memiliki hak tunggal dalam mendistribusikan film-film 

dari major companies yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film­

film Hollywood: 21 Century Fox, Universa[ Studio, Warner Bross, Buena 

Vista International Touch Town dan Columbia Tri Star). Pendistribusian 

dilakukan oleh 3 (tiga) pemsahaan yang terafiliasi yaitu: Terlapor I, 

Terlapor II, dan PT Subenlra Nusanlara; 

b. Bahwa Grnup 21 telah melakukan perjanjian tertutup dengan alas an 

bahwa kerja sama produsen film lokal dengan Group 21 dalam pemutaran 

film, seluruh promosi (printed media: poster. banner, dan media massa: 

ildan media cetak dan media elektronik) dibebankan kepada pihak 

produsen film. Bagi hasil pendapatan ditetapkan dengan formula 50%· 

50% selelah dipotong PTO (pajak tontonan). Negosiasi dilakukan kedua 

belah pihak untuk melakukan pomutaran film perdana produsen film tapi 

produsen tidak memiliki bargaining position dan semua kesepakatan basil 

negosiasi tidak tertuang dalam bentuk sural peijanjian/tidak tertulis; 

c. Bahwa Group 21 telah melakukan monopoli dengan alasan bahwa dengan 

adanya hak lunggal tersebut Group 21 memiliki prioritas untuk 

mendistribusikan film-film dari major companies ke bioskop Group 21, 

terutama di wilayah Jakarta. Sedangkan untuk bioskop di luar Group 21 

haros menurunkan harga Ianda masuk, karena film tersebut telah diputar 

lebih dahulu di bioskop milik Grnup 21. Akibatnya film tersebut sudah 
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tidak up to date alias film bek~ sebingga menurunkan minat penonton 

yang bemkibat rendahnya jumlah penonton; 

d. Bahwa Group 21 telah melakukan monopsoni dengan alasan bahwd Group 

21 memiliki hak tunggal dalam distribusi film-film dari major companies 

yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 20th 

Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Paramount, Walt Disney, 

Metro Goldwyn Meyer, dan Columbia Tri Star). Pendistribusian.dilakukan 

oleh 3 perusahaan yang terafiliasi yaitu: Terlapor I, Terlapor II, dan PT 

Subentta Nusantara; 

e. Bahwa Group 21 telah melakukan penguasann pesar dengan alasan bahwa 

dengan hak tunggal tersebut Group 21 rnemiliki prioritas untuk 

mendistribusikan film-film major companies ke bioskop Group 21, 

terutarna di wilayah Jakarta. Group 21 juga secara sepihak dapat 

menentukan bioskop mana saja baik di dalam maupun di luar Group 21, 

yang dapat menerima copy film dan menayangkannya. Sehingga ketika 

bioskop-bioskop di luar Group 21 mendapat giliran untuk 

menayanghnnya, mereka harus menekan harga karena film major tersebut 

telah diputar lebih dahulu di bioskop 21, karena film tersebut sudah tidak 

up to date alias film bekas sehlngga menurunkan minat penonton dan 

rendahnyajumlah penonton; 

f. Bahwa Group 21 merniliki posisi dominan dengan alasan bahwa 

persyaratan peijanjian kerja sarna produsen film nasional dengan Group 21 

dalam pemutaran film tidak. dalam keadaan seimbang yang mana seluruh 

promosi (printed media: poster, banner, dan media massa: iklan media 

cetak dan media elaktronik) dibebankan kepada pihak produsen film 

nasional, Bagi hasil pendapatan 50"/u-50% setelah dipotong PTO (pajak 

tontonan). Negosiasi dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan 

pemutaran film perdana produsen film nasional tapi produsen tidak 

memiliki bargaining position dan semua kesepakatan basil negosiasi tidak 

tertuang dnlrun bentuk surat peljanjianltidak tertulis; 

g. Bahwa Group 21 melakukan jahatan rangkap dengan alas an bahwa jabatan 

rangkap tersebut terlihat pada porilaku dan aktivitas beberapa personalia 
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yang namanya selalu ada pada beberapa posisi di beberapa perusahaan 

berbeda yang terafiliasi; 

h. Bahwa Group 21 telah melanggar Pasal 27 UNDANG-UNDANG No. 5 

Tahun 1999 tentang kepemi!ikan saham dengan alasan bahwa kepemilikan 

saharo di beberapa perusahaan yang terafiliasi dan bergerak pada bidang 

yang sama serta terintegrasi yaitu bisnls bioskop, distribusinya, dan impor 

film; 

i. Bahwa ada perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Group 21, yang 

bergerak di bidang pendistribusian film di tingkat daerah atau lokal; 

j. Bahwa te~adi perubahan kepemilikan sejak tabun 1998, yang 

mengakibatkan perubahan susunan kepengurusan dalam perusahaan­

perusahaan di lingkungan Group 21; 

k. Bahwa major companies Hollywood (Warner Bros, Twentieth Century 

Fox, Columbia Tri Star, Buena Vista, UIP), yang menentukan dalarn MPA 

(Motion Picture Association) adalah bentuk kartel eksportir~ yang 

kemudian berkolaborasi dengan monopoli impor film di Indonesia (dalam 

hal ini dipegang oleh Group 21 dan Harris Lasmana sebagai Pimpinan 

Group 21 sekaligus Agency of major companies) 

Berdasarkan fulct:a~fakta hukum diatas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dalarn pertimbangan bukumnya menyatakan bahwa: 

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim 

Pemeriksa pada tanggal 23 Agustus 2002 dalam Pemeriksaan l'endahuluan, 

Pelapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Bahwa sebagai pemegang hak distribusi film major companies, PT 

Subentra Nusantarajuga memiliki dan rnengoperasikan bioskop Group 21. 

Melalui Harris Lasmana mereka dengan mudah mendapatkan film-film 

dari luar negeri. Inilah yang kemudian menimbulkan conflict of interest, 

yang mana bioskop yang berada dalam kategori first run selalu 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bioskop second 

run dilibat dari segi jumlah penonton; 
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b. Bahwa PT Subentra Nusantara sebagai induk, juga memiliki perusahaan­

perusahaan distributor dengan nama yang berbeda-beda, namun dikelola 

oleh manajemen yang sama 

c. Bahwa barriers to entry tidak hanya. terjadi dalam memperoleh film 

impor, tetapi juga pada akses penayangan film nasional di bioskop Group 

21. Group 21 tidak pemah menggunukan peljanjian secara tertulis dalarn 

setiap transaksinya, sehingga perusahaan bioskop non-21 atau produsen 

film nasional tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menerima sega]a 

aturan dari Group 2! 

d. Bahwa bioskop banyak merugi atau mati karena adanya barriers to entry 

dalam memperoleh film.film bennutu, meskipun menurut Menteri Budaya 

dan Pariwisata dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia 

(GPBSI) bioskop nasional banyak yang mati karena pembajakan VCD dan 

isu pembay!lill11 pajak; 

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampalkan di depan Tim 

Pemeriksa pada tanggal 2 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, 

Terlapor III yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri 

Rudy Anitio selaku Direktur, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: 

a Bahwa Terlapor Ill adalah nama barn dari PT Subentra Nusantara, yang 

bergerak dalam bidang usaha penayangan film (perbioskopan); Bahwa 

terkait dengan bak cipta, Terlapor lll adalah mitra distributor film dalam 

rnengeksploitasi hak cipta, bukan pemilik atau pemegang bak cipta. Kelja 

sama yang dilakukan dengan distributor atau importir termasuk: Teriapor I 

dan Terlapor II dilakukan dengan sistem bagi hasil; 

b. Bahwa pembagian basil antara Terlapor Ill dengan Terlapor I dan Terlapor 

II dilakukan dengan perhitungan total pemasukan dari Harga Tanda Masuk 

( selanjutnya disebut dengan HTM) dikurangi pajak tontonan yang barlaku 

di daerah masing-masing dan sisanya dibagi dua. Mekanisme ini juga 

berlaku untuk semua bioskop dan distributor 

c. Bahwa standar baku agar film dapat diputar di bioskop Terlapor Ill adalah 

film dalam betuk pita seluloid 35 mm, telah lulus sensor, dan telah 

dilakukan negosiasi jadwal tayang. Bahwa bioskop Group 21 yang 

Universitas Indonesia Non-independent..., Richi Aprian, FH UI, 2009



86 

tersebar di Indonesia terbagi dalam bioskop-bioskop yang dimiliki 

langsung oleh Terlapor III dan bioskop-bioskop yang dimiliki berdasarkan 

kerja sarna dengan pengusaha-pengusalla lokaL Kepemilikan saham 

terendah oleh Terlapor Ill dalam pola kerja sama adalah sebesru: 37,5%. 

d. Bahwa kematian bioskop tidak hanya terjadi pada bioskop-bioskop non-21 

tetapi juga peda bioskop Group 21. Penyebab tutupnya beberapa bioskop 

tersebut adalah: pertama, persoalan teknis seperti tanahnya mao dipakai 

untuk kepentingan lain; dan kedua, permasalahan ekonomis seperti 

persaingan dengan Video Rental, TV Swasta, VCD dan DVD yang 

menyajikan kualitas garnbar lebih baik; dan sebagian besar bioskop yang 

tutup tersebut adalah bioskop yang berada dalam kelas menengah ke 

bawah, mengingat dalam kelas tersebut sangat 1emah tingkat animonya 

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim 

Pemeriksa pade tanggal 4 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, 

Terlapor I yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri 

Rudy Anitio selaku Coorpora/e Secretary, menyatakan pada pokoknyn sebagai 

berikut: 

a. Bahwa Harris Lasmana adalah Direktur Utama Terlapor Ill dan juga 

merangkap sebagai Direktur Utama T erlapor I 

b. Bahwa pemilik saharn Terlapor I adalah Sunaryo 50% dan Sularno 50%; 

c. Bahwa terdapat 2 (dua) sistem transsksi dalam kegiatan impor film yaitu 

pertama, sistem yang mendasarkan pada kornisi atas keuntungan yang 

diperoleh. Sistem ini memberikan kewenangan kepada perusahaan 

importir untuk mendistribusikan film di dalam negeri berdasarkan komisi. 

Apabila temyata merugi, maka perusahaan importir tersebut hanya 

menanggung sebagian biaya. Kedua~ sistem yang mendasarkan pada 

penjualan putus. Dalam sistem ini, perusahaan importir akan membayar 

secara flat kepada perusahaan luar negeri, sehingga apabila lernyata 

merugi merupakan rlsiko sepenuhnya bagi perusahaan importir; 

d. Bahwa ada beberapa biaya yang tidak dapat diganti (reimbursed) oleh 

perusahaan distributor luar negeri misalnya iklan di media massa. Garansi 

minimum dan biaya alas copy film tidak ada, sedangkan jumlah copy tiap 
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judul filmnya tidak ditentukan oleh Terlapor I, tetapi drentukllll oleh 

distributor luar negeri misalnya Columbia Pictures atau United 

Jntemational Pictures 

e. Bahwa Terlapor I mendistlibusikan film kepada bioskop Group 21 dan 

bioskop non- 21. Terlapor I berkepentingan untuk memastikan bahwa 

tilmnya dapat diputar di banyak bioskop dan selama mungkin. Dalam hal 

ini Terlapor !juga hams melihat katakteristik dari film yang akan dijual 

f. Bahwa dalam mendistribusikan copy film, Terlapor I mempertimbangkan 

beberapa hal. Pertama, jumlah copy yang tersedia dan plioritas wilayah 

berdasarkan perolehan pendapatannya. Ada wilayah-wilayah yang 

prioritasnya tidak kon .. litan seperti Makassar, Palembang, Semarang dan 

Medan. Terdapat kendala-kendala spesifik berdasarkan wilayahnya. 

Kedua, Terlapor llebih memprioritaskan bioskopbioskop yang HTM-nya 

lebih mahal, contohnya: Senayan dan MPX Grande, kemudian baru kelas 

yang di bawahnya dan seterusnya. Mekerdsme ini berlalku untuk semua 

bioskop tanpa memperhatikan apakah itu bioskop Group 21 atau bioskop 

non-21. Contoh bioskop non-21 yang menayangkan bersama padafirst run 

dengan bioskop Group 21: MPX Grande, Viva, Buaran, Galaxy) Regent, 

Citra dan lain.fain; 

Menimbang bahwa menurut kelerangan yang disampaikan di rlepan Tim 

Pemeriksa pada tanggal 5 September 2002 dalarn Pemeriksaan Pendahuluan, 

Terlapor II yang diwakili oleh Jimmy Heijanto selaku Direktur Utama dan Tri 

Rudy Anilio selaku Coorporate Secretary, menyatakan peda pokoknya sebegai 

berikut 

a. Bahwa Terlapor II adalab perusahaan importir film dengan lisensi impor 

dati Disney, Century Fox dan Warner Bross; 

b. Bahwa Terlapor II tidak berbak untuk memperbanyak copy film karena 

copy film meropskan begian dari hak cipta atas film yang rlilindungi oleh 

Undang-undang dan menjadi milik produsen atau distributor Iuar negeli. 

Terlapor II hanya melakukan distribusi copy film, yang didasarkan peda 

pertimbangan ekanomis dan tekuis. Selarna ini terdapat 8 (de Iapan) 

wilayah yang diutamakan yaitu Jahntabek, Jawa Timur, Bandung, 
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menyusul kemudian 4 (empat) daerah yaitu Bali, Ujung Pandang, Medlin 

dan Semarang; 

c. Bahwa HTM bioskop ditentukan oleh masing-masing bioskop yang diatur 

oleh Pemerintah Daerah setempat, karena terkait dengan pajak tontonan, 

Pengaturan tarif didasarkan pada fasilitas dan pelayanan yang diberikan 

sesuai golongan yang ditentukan berdasarkan standar mitllmum oleh 

pemerintah daerah setempat; 

d. Bahwa pada era setelah tahun l %0-an, tidak ada larangan bagi pelaku 

usaha asing untuk membuka bioskop~bioskop di Indonesia. MonopoJi 

perftlman dimulai pada saa! Menteri Penerangan dijabat Hannoko, dengan 

membentuk 3 (tiga) asosiasi importir film yaitu: Asosiasi Film Eropa 

Amerika, Asosiasi Film Mandarin, dan Asosiasi Film Asia NonrMandarin. 

Selanjutnya ketiga asosiasi tersebut dikuasai oleh SUPTAN; 

e. Bahwa sebugai produsen film nasional, Saksi pemah mendapatkan 

perlakuan tidak adil dalam hal penayangan film-film yang diproduksi 

Saksi. Kondisi ini sekarang telah berubah. bahkan film-tam nasional telah 

rnendapatkan kesempatan yang sama dengan film-film impor untuk 

diputar di bioskop Group 21 

Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan 

Majelis Komisi pada tanggal 6 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, 

Terlapor I yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Ubuna dan Tri Rudi 

Aaitio selaku Coorporate Secretary, menyatakan pada pokoknya sehagai beriknt: 

a Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor ill tidak berada dalam satu 

kelompok usaba yw1g sama karena 21 adalah merk dagung bioskop Group 

21. Sementara Terlapor I dan Terlapor IT adalah perusahaan distributor 

film; 

b. Bahwa Terlapor l telah memasok film ke Swe Zhe Cinema sejak bulan 

Mei 2002 dan bahkan sejak bulan September 2002 T erlapor I telah 

memasok 2 (dua) copy film ke Kota Makassar dengan konsekuensi tidak 

bersamaan dengan Jakarta agar 3 (tiga} bioskop yang ada di Makassar 

dapat mcmutar film yang sarna secara serempak; 
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Dan berdasarkan fakta-fakta hukum lain yang ditemukan sepanjang persidangan, 

niaka Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyimpulkan bahwa: 

a. Bahwa Tcrlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor Ill terintegrasi secara 

vertikal dalam rangkaian jasa pendistribusian dan penayangan film irnpor 

MPA, namun penguasaan tersebut di bawah 50 % dari keselunahan film 

impor sehingga buk:an merupakan integrasi vertikal sebagaimana 

dimaksud Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; 

b. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terlapor ! atau Teriapor II dengan 

beberapa anggota MPA tidak mernuat persyamtan-persyaratan mengenai 

kaharusan untuk memasok kembali film kepada pihak tertentu dan atau 

padn tempat tertentu. atau ruengenai keharusan Terlapor I dan Terlapor fi 

bcrsedia membeli barang dan atau jasa lain dari pihak MPA, atau 

mengenai harga atau potongan-potongan tertentu dengan syarat membeli 

barang dan atau jasa lain atau tidak akan membeli film dari produsen lain, 

sehingga peljanjian tersebut bukan merupukan peljanjian tertutup 

sebagaimana dimaksud Pasa!IS Undang-Undang No.5 Tahun 1999; 

c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II Ielah menguasai distribusi film lmpor 

MP A, namun penguasaan tersebut kurang dari 50'/o keselunahan film 

impor pada tahun 2001 dan 2002, sehingga kegiatan yang dilakukan 

Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan kegiatan monopoli 

sebagaimanadimaksud Pasal17 Undang-Undang No.5 Tahun 1999; 

d. Bahwa meskipun T erlapor III menguasai pang sa pasar bioskop first run di 

sebagian besar kota, narnun tidak ditemukan bukti adanya praktek 

monopoli dan atau persainga.n usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud 

Pasal 17 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 

e. Bahwa jumlah film yang diimpor oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak 

lebih 50% dari kese1uruhan film impor, sehingga bukan merupakan 

kegiatan monopsoni sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang No. 

5 Tahun 1999; 

f Behwa film-film impor yang ditayangkan di bioskop-bioskop milik 

Terlapor Ill tidak bersifat mutually exclusive artinya film-film tersebut 

bisa juga ditayangkan di bioskop non-21 pada saat bersarnaan dan tidak 
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ada paksaan bagi importir film untuk memasok filmnya ke biosknp Group 

iJ. sehingga bukan merupakan kegiatan monopsoni sebagaimana 

dimaksud Pasal 18 Undang-Undang No.5 Tabun 1999; 

g. Babwa Terlapor I dan Terlapor II mendistribusikan film impor kepada 

bioskop Group 21 dan kepada bioskop non-21 berdasarkan pertimbangan 

teknis dan ekonomis, sehingga bukan merupakan praktek diskrirninasi 

sebagairnana dirnaksud Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tabun 

1999; 

b. Babwa penguasaan film impor oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah 

kurang dari 50"/o, sehingga Terlapor I dan Terlapor II tidak berada pada 

posisi monopoli dan karena itu tidak berada pada posisi dominan 

sebagaimana dirnaksud Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999 

t, Bahwa mesk.ipun Terlapor III berada. dalam posisi dominan sebagaimana 

dimaksud Pasal25 ayat (2) di sebagian besar kota, !1lllllun tidak ditemukan 

bukti adanya penetapan syarat~sya.rat perdagangan untuk mencegah dan 

atau menghalangi konsumen memperoieh jasa penayangan film yang 

bersaing atau membatasi pasar atau mengharnbat pelaku usaha bioskop 

lain yang berpotensi menjadi pesaingnya sehingga tidak memenuhi 

ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 

j. Bahwa Harris Lasmana dan Suryo Suherman menduduki jabatan rangkap 

pada jabatan-jabatan strategis di bebernpa perusahaan importir film dan 

atau perusahaan bioskop yang hal ini berpotensi besar untuk timbulnya 

praktek monopoli dan persaingan usaba tidak sehat, akan tetapi sampai 

dengan berakhimya pemeriksaan Majelis Komisi be]um rnenemukan 

cukup bukti untuk menyatakan perangkapan jabatan tersebut 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, 

sebagaimana dimaksud Pa•al26 Undang-Undang No. 5 Tabun 1999; 

k. Bahwa Terlapor Ill terbukti memiliki sabam mayoritas di beberapa 

perusahaan yang bergerak dibidang perbioskopan yaitu PT lntra Mandiri 

dan PT Wedu Mitra di pasar bersangkutan yang sama yaltu di Surabaya. 

Bioskop-bioskop yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut menguasai 

Universitas Indonesia Non-independent..., Richi Aprian, FH UI, 2009



91 

lebih dari 50"/o pangsa pasar, sehingga kepemilikan saham Terlapor lll 

tersebut memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1999; 

!. Bahwa tidak diternukan bukti bahwa Terlapor III melakukan kegiatan 

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat {2) 

Undang-Undang No. Tahun 1 999; 

m. Bahwa ada upaya Pemerintah kota Makassar untuk mengatur tata edar film 

di kota Makassar 

n. Menimbang bahwa pengunduran diri Harris Lasmana dan Suryo Suherman 

dari jabatan dlreksi di beberapa perusahaan yang memiliki keteiksitan erat 

dalam bidang pendistribusian dan penayangan film patut dicatat sebagai 

suatu itikad baik untuk mcngurangi potensi penyalahgunaan perangkapan 

jabatan; 

Adapun Keputusan yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

adalah: 

a. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Intemusa Film dan Terlapor II 

yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film tidak terbukti melanggar Pasal 15, 

Pasa117, Pasal 18, Pasal19, Pasa125, Pasa126, Pasa127 Undang-Undang 

No. 5 Tahon 1999 

b. Menyatakan Terlapor Ill yaitu PT Nusantara Scjahtera Raya tidak terbukti 

melanggar Pasal 15, Pasa1 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasa1 25, Pasal 26 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; 

c, Menyatakan Terlapor I yaitu PT CamHa 1ntemusa Film. Terlapor II yaitu 

PT Satrya Perkssa Esthetika Film, dan Terlapor Ill yaitu PT Nusantara 

Sejahtera Raya tidak terbukti melanggar Pasal 14 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999; 

d. Menyatakan Terlapor Ill yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya terbukti 

secara sah dan meyaldnkan melanggar Pasa1 27 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Osaha tersebut diatas, 

menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang tidak bo1eh di1akukan o1eh 

Non-Indej)findent Leasing Company dalarn kaitannya dengan Hukum Larangan 
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Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 11dak Sehat Non-Independent Leasing 

Company yang terintegrasi sicara vertikal dengan Suppliernya tidak dianggap 

secara serta-merta merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 

T ahun 1999, namun harus diJibat mengenai penguasaan tersebut di bawah 50 % 

dari keseluruhan film impor sehingga bakan merupakan integrasi vertikal 

sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pada 

putusan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan prinsip Rule Of 

Reason. Selanjutnya perjanjian yang dibuat oleh Non~Independent Leasing 

Company dengan Supp/iernya atau lnduk Perusahaannya tidak hnleh memuat 

persyaratan-persyaratan mengenai keharusan untuk memasok kembali barang 

kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, atau mengenai keharusan 

Non-Independent Leasing Comparty dengan Suppliernya bersedia membeli barang 

dan atau jasa lain, atau mengenai harga atau potongan-potongan tertentu dengan 

syaral membeli barang dan atau jasa lain atau tidak akan memheli barang dari 

produsen lain~ sehingga perjanjian tersebut bukan merupakan peJjanjian tertutup 

sebagaimana dimaksud Pasall5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999; 

Dalam kaitannya dengan pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, 

maim meskipun Non-IndeperzdenJ Leasing Company dengan Suppliernya telah 

menguasai distribusi barang modal yang dijual oleh Suppliernya, namun 

penguasaan tersebut tidak boleh lebih dari 50% keseluruhan penjualan Supplier, 

sehingga kegiatan yang dilakakan bukan merupakan kegiatan monopoli 

sebegaimana dimakand Pasal 17 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dimanajuga 

disyaratkan hila berang tersebut belum ada subsitusinya atau dapat 

mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha 

barang. 

Ber<lasarklln pad a pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana 

pasal ini tidak melakukan pelarangan pada pokoknya terhedap suatu usaha berada 

pacta posisi yang domlnan sepanjang memenuhl persyaratan yang diatur oleh 

Undang-Undang ini. Sehingga Non-Independent Leasing Company meskipun 

berada pada posisi dominan, tidak dapat menggunakan posisi dominannya balk 

secara langaung maupun tidak langsung untuk: 
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a. Menetapkan syarat·syarat petdagangan dengan tujuan untuk mencegah 

dan atau menghalangi konsUmen memperoleh barang dan atau jasa yang 

bersaing. balk dari segi harga maupun kualitas 

b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi 

c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk 

memasuki pasar yang bcrsangkutan 

pasal 26 Undang·Undang Nomor 5 Talmn 1999 melarang seseoran untuk 

menduduki jabatan sebagai direksi atau komlsaris dari suatu perusahaan, pada 

waktu yang bersamaan dila.rang merangkap rnenjadi direksi atau komisaris pada 

perusabaan lain yang berada dalarn pasar yang bersangkutan yang sama atau 

memiliki kcterkaita.n erat dalarn bidang dan atau jenis usaha atau secara bersa.ma 

dapat menguasain pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat 

mengakibatkna terjadinya pmktek monopoli dan pernaingan usaba tidak sehat. 

Sehlngg Jabatan strategis yang rangkap yang masih ditemukan diantara Non­

Independent Leasing Company dan Supplier sebag:ai Induk Perusahaannya 

sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan 

usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Undang· Undang 

Nomor 5 Tabun 1999 bukanlah termasuk kedalarn bentuk yang dilarang oleh 

Undang-Undang. Dan kepemilikan saham mayoritas oleh Supplier pada Non­

Independent Leasing Company bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang~ 

undang inl. Hal ini sepanjang tidak terjadinya penguasaan pangsa pasar melebihi 

50% untuk satujenis barang ataujasa tertentu. 108 

Berdasarkan pada hal-hal diatas, maka Non·Indepenmmt Leasing 

Company merupakan usaha yang tidak bertentangan dengan Undang-undang 

Nomor 5 Tabun 1999. sehingga juga dibutubkan peran dari Suplier untuk 

membuka peluang bagi setiap perusahaan pembiayaan untuk dapat bersaing 

deogan baik, adil dan lebih sehat di Indonesia. 

lOll Undang·Undang Nomor 5 Tahon 1999", Op.Cit, Pasal26-27 
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4.1. Kesimpulan 

BABIV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.1. Dalam melakukan perluasan usaha, pelaku usaha sangat membutuhkan 

tunjangan sektor modal yang cukup dalan1 meningkatkan produksi dan 

atau pelayanannya secara efisien dan cepat Oleh Karena itu, leasing 

sebagai salah satu bentuk pembiayaan. memiliki peranan yang sangal 

penting di dalam d~.mia usaha. Lembaga Pembiayaan merupakan suatu 

altematif pembiayaan yang dibutuhkan bagi perusahaan yang 

kekurangan modal atau yang hendak menghemat pemakalan dana 

tanpa kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi. Melihat pada 

kedekatan antara perusahaan leasing dengan Supplier-nya, maka 

perusahaan leasing dapat terbagi menjadi Independent Leasing 

Company yaitu perusahaan pembiayaan yang tidak memiiiki hohungan 

langsung dengan Supp/ier-nya (tidak terfokus pada satu merak barang 

modal, tetapi dapat terdiri dari berbagai merck maupun jenisnya). dan 

Non-Independent Leasing Company yaitu Perusahaan pembiayaan 

yang mempunyai hubungan langsung dengan Suplier barang modal, 

dimana pendiriannya ditujukan untuk merungkatkan penjualan barang 

modal yang dijual oleh Suplier sehingga jerus perusahaan ini hanya 

melakukan pemblayaan terhadap barang modal yang dijual oleh 

Supplier-nya. Berdasarkan penelitian yang lakukan, peneliti tidak 

menemukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

secara khusus mengenai Non-Independent Leasing Company sehingga 

peneliti berkesimpulan bahwa bentuk usaha ini tetaplah tunduk peda 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

82/KMK.OI2/2006 tentang Lembaga Pembiayaan, peraturan yang 

dikeluarkan oleh Bapepam-LK maupun peraturan lain yang berlaku 

4.1.2. Non-Independent Leasing Company sebagai sebuah perusahaan 

pembiayaan j"d!lg memiliki hubungan langsung dengan Suplier-nya, 
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yang didirlkan dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penjualan 

barang modal yang diproduksi oleli Sup/ier,juga tunduk pada Undang­

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sehingga 

Non-Independent Leasing memiliki sifat dan karakteristik sebagai 

sebuah badan hukum yang salah satunya memiliki harta kekayaan dan 

tanggung jawab yang rerpisah dari Dewan Direksi, Dewan Komisari 

dan Pemegang Sahamnya. bila kita melihat pada tujuan pendiriannya 

yaitu sebagai penunjang penjualan harang modal Supplier, maka 

Supplier tidak mungkin rnelakukan hambatan-hambatan kepada 

perusahaan pembiayaan lain dalam rnelakukan pembiayaan aills barang 

Supplier. Supplier sebagai Induk Perusahaan hila melakukan hubungan 

hukum yang berupa peljanjian dengan Non-Independent Leasing 

Company merupakan peijanjian pada umumnya antara dua badan 

hukwn dan bukan perjanjian internal pada sebuah badan hukurn 

ataupun petjanjian keagenan, sehingga hubungan ini jUga meropakan 

objek dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga peljanjian 

antara keduanya tidak bo1eh merupakan perjanjian maupun kegiatan 

yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun, teljadinya pengunsaan 

pangsa pasar pada Non-Independent Leasing Company tidak bisa 

secara serta merta kita artikan telah terjadi pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Larangan praktek Monopoli dan atau larangan usaha 

tidak sehat. Namun hams dlbuktikan terlebih dahulu apakah 

penguasallll pangsa pasar tersebut sebagai akibat perbuatan yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Lru:angan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

4.2. Saran 

4.2.1. Perkembangan lklim Investasi dan pembangunan di segala bidang di 

Indonesia dibutuhkan adanya aturan yang menjadi pemandu, karena 

hukum adalah alat yang dapat digunakl!l1 untuk merubah masyarakat 

menjadi lebih balk dan lebih adil. Sehingga Perusahaan Pembiayaan 

yang berbentuk Independent Leasing Company maupun Non-
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Independent Leasing Company harus diatur dengan tegas mengenai 

tala eara bertindak dalam menjalanKan usahanya, sehingga ada 

panduan bagi mereka untuk berinteraksi dan melakukan kegiatan 

usahanya dan dapat bersaing secara lebih baik, sehat dan lebih adll. 

4.2.2. Dalam mengawal terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki peran yang 

sangat besar, namun dalam menjalanka:n fungsinya ini. Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha memerlukan dukungan yang sating 

bersinergi antar lembaga negara dalarn melakukan pengawasan 

terhadap terlaksananya Undang-Undang ini. dan juga Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999, memberikan hak kepada masyarakat untuk 

melaporkan hila ada dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang­

Undang ini. Sehingga, rnasyarakat sebarusnya dapel berperan lebih 

aktif didalam mernbantu mengawasi terselenggaranya iklim usaha 

yang sehat di Indonesia. 
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